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ABSTRAK

Morradi, Villian Febri. 2015. Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak
Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi
Imigrasi Semarang). Skripsi, Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Saru Arifin, S.H., LL.M.

Kata Kunci: Pencari Suaka, Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan beragam. Salah satunya
adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian.
Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari
suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan
pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi mereka yang sesuai dengan Peraturan
Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pendetensian Orang Asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi
para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan
penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis
dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian
diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan
data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa Rudenim Semarang dalam
pemenuhan HAM bagi para pencari suaka sudah sesuai dengan Peraturan Direktur
Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pendetensian Orang Asing, dengan cara memberikan program-program yang
dilaksanakan secara terstuktur. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang
dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak asasi manusia
bagi pencari suaka: (1 Faktor Pendukung, Rudenim Semarang bekerjasama
dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan
pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka, (2 Faktor Penghambatnya yaitu
tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang
penyimpanan obat-obatan, faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta
selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana. Saran agar
diharapkan kepada Rudenim Semarang untuk lebih menambah SDM disana guna
meningkatkan pemenuhan HAM bagi para pencari suaka, diharapkan koordinasi
dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agartercipta suatu hasil kinerja yang
maksimal dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari suaka, dan
diharapkan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang jelas terkait status
pencari suaka di Indonesia agar hak-haknya dapat terpenuhi secara maksimal.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui, “negara Indonesia memiliki kondisi geografis
yang sangat khas. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbentuk gugusan-
gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau-pulau. Terbentang dari Sabang hingga
Merauke dan dipisahkan oleh laut-laut di antara pulau-pulaunya. Sebagai negara
kepulauan, Indonesia diuntungkan memiliki tiga jenis wilayah yaitu wilayah darat,
laut dan udara yang mungkin tidak semua negara memilikinya” (Arifin, 2014: 2).

Kondisi geografis seperti itu memiliki potensi sekaligus kelemahan. Potensi
terbesarnya adalah sumber daya yang ada di dalamnya, sedangkan kelemahannya
adalah masalah perhubungan antar pulau-pulau serta masalah keamanan dan
kedaulatan. Namun untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
utuh dan menyatu, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djoeanda,
mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar,
di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, yang dikenal sebagai “DEKLARASI
DJOEANDA”. Perjuangan-perjuangan Indonesia di dunia internasional membawa
hasil yang memuaskan dengan diakuinya dan diterimanya konsep negara kepulauan
serta perairan pedalaman/ perairan kepulauan. Predikat sebagai negara kepulauan
tidak hanya menambah hak-hak negara atas perairan, pedalaman sebagai laut
wilayahnya, namun di dalamnya juga terdapat berbagai kewajiban-kewajiban

internasional yang harus dipenuhi oleh Indonesia (Arifin, 2014: 2).



Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam
pergaulan internasional, baik dari geografis maupun potensi sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar
wilayah Indonesia semakin meningkat dan mudah untuk di akses. Semakin terbuka
lebarnya jalur lalu lintas antar negara pada saat ini menyebabkan meningkatnya pula
mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. Dalam memenuhi
kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses
ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masing-masing individu juga dengan mudah
melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai kepentingan
(Safriady, 2014: 1).

Fenomena seperti ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga
stabilitas negara. Menurut Sulhan, Kepala Sub Seksi Keamanan di Rumah Detensi
Imigrasi Semarang, menyatakan bahwa:

“Salah satu pelanggaran yang dapat mengganggu kestabilan
negara di antarnya yaitu banyak terjadinya pelanggaran izin
keimigrasian oleh warga negara asing yang tidak sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian. Selain pelanggaran izin
keimigrasian juga masuknya para pencari suaka ke wilayah
Indonesia dengan berbagai kepentingan (Wawancara, 12
November 2014 pukul 10.00 WIB)”.

Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para
pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi yang bertujuan
untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga
negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak asasi manusia

dari warga negara asing sehingga dengan demikian maka dampak dari pelanggaran

prosedural yang dilakukan oleh warga negara asing dapat di netralisir melalui Rumah



Detensi Imigrasi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga negara asing yang
berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Langkah pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia pada
dasarnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap
pelanggaran keimigrasian dengan cara koordinasi pengawasan orang asing dilakukan
secara terpadu, dan siporadik dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di
tingkat daerah. Menurut Wilis (2009: 132), mekanisme pelaksanaan penegakan
hukum terhadap orang asing harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan
badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas meyangkut orang asing, badan
atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan
Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia. Dengan
adanya permasalahan seperti ini di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat
regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kebijakan pemerintah ini dalam mengatur berbagai macam warga negara asing
keluar dan masuk ke wilayah Indonesia menganut pinsip selective policy yaitu suatu
kebijakan berdasarkan prinsip selektif.

Berdasarkan prinsip yang dikemukakan oleh Willis (2009: 132), hanya
orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat,
bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan
ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

(UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu



perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberian kepada orang asing
apabila hendak tinggal di Indonesia.

Sebelumnya telah ada penelitian terkait dengan pengawasan orang asing di
Indonesia yang dilakukan oleh Faizal (2013: 90) yang menyimpulkan bahwa Peran
dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam
pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing Yyaitu
sebagai (a) koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian
program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;
(b) Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang
asing; dan (c) Penegak hukum di bidang keimigrasian. Adapun kendala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu :
(a) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis; dan
(b) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak
aplikatif dengan rencana kerja (Faizal, 2013: 90).

Namun demikian, meskipun warga negara asing telah melakukan
pelanggaran secara yuridis mengenai keimigrasian tetapi para warga negara asing
tersebut tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah negara
Indonesia karena bagaimanapun juga warga negara asing memiliki hak asasi sebagai
manusia yang sama dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang
berada di Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan

dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan



hak atas makanan yang layak menurut Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi
Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Mengenai pelanggaran hukum Indonesia yang dilakukan oleh warga negara
asing, telah dilakukan penelitian oleh Mulhadi (2014: 55), yang menyimpulkan
bahwa: Perlindungan internasional terhadap pengugsi diatur dalam Konvensi 1951
dan Protokol 1967. Dalam Kovesi 1951 dan Protokol 1967 terdapat ketentuan yang
berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk
tidak dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya, pengungsi
juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan mematuhi hukum
yang berlaku di negara ia berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya
fiskal lainnya (Mulhadi, 2014: 55).

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia
menurut Mulhadi, diperlukan kerjasama internasional yang menangani imigran atau
berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR),
Organisasi Internasional yang Mengungsi Migran (IOM) juga sangat penting.
Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada
usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para
pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan
ketentuan instrumen hukum internasional, khususnya yang bekaitan dengan hak
untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan
fasilitas perjalanan. Sedangkan peran IOM dalam menangani pengungsi dan pencari

suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dan



pencari suaka dengan memberikan tempat penampungan (rudenim) (Mulhadi, 2014:
55).

Berdasarkan deskripsi mengenai persoalan pelanggaran keimigrasian oleh
warga negara asing dan masalah para pencari suaka di Indonesia, maka peneliti akan
meneliti tentang “Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Warga Negara Asing Pencari Suaka”.

1.2 ldentifikasi Masalah
Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang Rumah Detensi
Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing, maka tentu
banyak masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu:
1. Adanya warga negara asing yang masuk di wilayah teritorial negara Indonesia
tanpa dokumen resmi Keimigrasian.
2. Adanya para pencari suaka yang masuk di wilayah Indonesia dengan berbagai
kepentingan.
3. Kurangnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan
dan hak hidup warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi.
4. Adanya faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hak asasi

manusia warga negara asing.

1.3 Batasan Masalah
Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan
penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti.

Pembatasan masalah tersebut adalah :



1. Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan
pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan)
bagi para Pencari Suaka.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi
Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas
kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari

Suaka.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai
berikut:

1. Bagaimanakah Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak
untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk
mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka?

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi
Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak
atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari

Suaka?

1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam

1.6

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak
hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang
dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk
mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk

mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka.

Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu
hokum khususnya di Bidang Hukum Tata Negara mengenai Rumah
Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara
Asing.

2. Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengayaan kebijakan terhadap
Imigran Asing terkait Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak
Asasi Manusia Warga Negara Asing bagi masyarakat dan dapat

mengetahui sejauh mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya.



1.7 Sistematika Penelitian
Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang
disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :
1. Bagian Awal Skripsi
Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas
Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan,
lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar
abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.
2. Bagian Pokok Skripsi
Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk
landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan

penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian,
diantarnya yaitu Rumah Detensi Imigrasi, Pencari Suaka dan Hak Asasi

Manusia.
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BAB Il METODE PENELITIAN
Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis

penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan Rumah
Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan
pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk mendapakan makanan)
bagi para Pencari Suaka serta faktor pendorong dan faktor penghambat yang
dihadapi rumah detensi imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak untuk
mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk

mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka.

BAB V PENUTUP
Berisi mengenai simpulan dan saran.
Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan
beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca
diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rendytia Faizal dalam skripsinya di
Fakultas Hukum UNNES tahun 2013, dengan judul “Peran dan Fungsi Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia (Studi
di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah)”. Kesimpulan dari
penelitian ini sebagai berikut :

(1) Peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:

(a) Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian
program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing;

(b) Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing; dan

(c) Penegak hukum di bidang keimigrasian

(2) Kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa
Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan
keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu:

(a) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan
jajaran unit pelaksana teknis; dan

(b) Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang
asing tidak aplikatif dengan rencana kerja.

(3) Upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Jawa Tengah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

(a) Upaya terhadap kendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia pegawai, yaitu dengan cara:

11
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1) Mengadakan pendidikan rintisan gelar untuk para pegawai
dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Jawa
Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI untuk
pemberian beasiswa Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga
melakukan pelatihan-pelatihan  serta penyuluhan untuk
meningkatkan sumber daya manusia para pegawai, baik di
lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Jawa Tengah maupun Kantor Imigrasi.

2) Mengadakan penerimaan CPNS untuk setiap tahunnya. Dari
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM mengusulkan
jumlah pegawai yang dibutuhkan ke Mentri Hukum dan HAM
RI dan Sekretaris Jendral. Setelah berkoordinasi dengan
instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara dan
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, maka dalam
setiap penerimaan CPNS dialokasikan kebutuhan CPNS bagi
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

(b) Upaya terhadap kendala anggaran kerja yang tidak aplikatif
yaitu dengan cara menggunakan anggaran tersebut secara
optimal sesuai dengan kegiatan agar anggaran tersebut dapat
mencukupi kegiatan yang dilakukan. (Rendytia, Skripsi FH
UNNES: 2013).

Selain peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM
Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian
terhadap orang asing di Indonesia, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh
Ratna Wilis dalam tesisnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
tahun 2009, dengan judul “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin
Tinggal Orang Asing di Indonesia” (Studi wilayah Kantor Imigrasi kelas I khusus
Medan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
(1) Pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap
perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal dilaksanakan dalam
dualisme sistem penegakan hukum yaitu didasarkan pada hukum
pidana dan hukum administatif.
(2) Sistem pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas | Khusus

Medan dilakukan yang Pertama, Pengawasan administrasi, diatur
dalam Pasal 40 huruf a,b,d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun



1992. Kedua, Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 40 huruf c
dan e Undang-Undang Nomor 1992.

(3) Penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin
tinggal (overstay) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan
hukum yaitu didasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif,
pelaksanaan penegakan hukum yang demikian itu mengakibatkan
terjadinya ketidakpastian hukum dalam penindakan pelanggaran
melampaui batas waktu izin tinggal. Pengaturan dalam Pasal 52
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang
menyebutkan perbuatan overstay sebagai suatu perbuatan kriminal
adalah tidak lazim di dunia internasional dan di dalam pelaksanaanya
hampir sebagian besar dilaksanakan secara hukum administratif
(Wilis, Tesis FH USUM: 2009).

13

Selain pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal orang

asing di Indonesia, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Mulhadi dalam

skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014, dengan judul

“Pelanggaran Hukum Nasional yang dilakukan oleh Pengungsi yang berada di

wilayah Indonesia” (Suatu Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional). Kesimpulan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1)

)

Perlindungan internasional terhadap pengngsi diatur dalam
Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam Konvensi 1951 dan
Protokol 1967 terdapat ketentuan yang berisikan apa yang menjadi
hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk tidak
dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya,
pengungsi  juga dibebankan beberapa kewajiban  seperti
menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara ia
berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya fiskal
lainnya. Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang
berada di Indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama
dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-
badan internasional yang menangani imigran atau berhubungan
dengannya, seperti Komisi PBB untuk urusan pengungsi
(UNHCR), Organisai Internasional yang mengurusi Migrasi (IOM)
juga sangat penting.

Ancaman terjadinya pelanggaran akan meningkat apabila suatu
negara memiliki banyak akses yang memudahkan para pengungsi
dan pencari suaka bisa memasuki wilayah negara dengan mudah
dan apabila suatu negara tidak memiliki kapabilitas yang memadai
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untuk penanganan para pengungsi dan pencari suaka. Di Indonesia

sendiri belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang

perilaku pengungsi dan pencari suaka. Namun, bukan berarti bahwa

para pengungsi dan pencari suaka tersebut bebas melakukan

tindakan apapun. (Mulhadi, Skripsi FH UNHAS: 2014).

Berdasarkan tiga penelitian tersebut di atas, peneliti bermaksud mengkaji
hal yang lebih penting dari pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin
tinggal orang asing di Indonesia, melainkan mengulas secara khusus mengenai

Rumah Detensi Imigrasi dalam perlindungan hak asasi manusia warga negara asing

pencari suaka, sehingga penelitian ini menjadi sangat penting.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Rumah Detensi Imigrasi
2.2.1.1 Pengertian
Immigration Detention Center dalam bahasa Indonesia disebut Rumah
Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang
menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi
Orang Asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian (Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, bahwa
penempatan orang asing di Rudenim dikarenakan :
1) Berada di wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin
keimigrasian yang sah;
2) Menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi;
3) Menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai

permohonan keberatan yang diajukan;
4) Terkena tindakan keimigrasian; dan
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5) Telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat
dipulangkan atau pegusiran/pendeportasian.

Menurut Sulhan, Kepala Sub Seksi Ketertiban di Rumah Detensi
Imigrasi Semarang, selain yang di sebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia Nomor M.05.1L.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah
Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi juga sebagai tempat penampungan bagi
para pencari suaka yang berada di wilayah negara Indonesia (Wawancara, tanggal
12 November 2014 pukul 10.00 WIB).
2.2.1.2 Ruang Lingkup

Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagaian
tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di bidang
Pendetensian orang asing. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rudenim
mempunyai fungsi menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara
Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu:

1) Melaksanakan tugas penindakan;
2) Melaksanakan tugas pengisolasian; dan
3) Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi
Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM),
penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan,
pemenuhan dan penghormatan HAM. Detensi bagi para pencari suaka adalah
penghalang antara saat ini dan masa datang. la hadir di tengah perjalanan untuk

memisahkan mereka dengan impian tinggal di tanah suaka. Baik para deteni
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maupun staf Rudenim membangun sebuah penyangkalan tentang situasi saat ini.
Mereka berdalih bahwa tidak seharusnya berada di sini, sebab mereka merasa
dibuang dan dipinggirkan. Idealisme tentang ‘rumah’ tidak dapat diwujudkan
dalam sebuah penyangkalan. Bagaimana para pencari suaka dan staf imigrasi
menemukan sisi lain keseharian mereka di Rudenim jika menggantungkan nasib
pada kesalahan orang lain. Dalam keseharian Rudenim mereka kehilangan
kesadaran tentang saat ini. Absennya rasa kekinian memicu khayalan tentang
dunia lain yang indah, yang tidak ada di sini, tetapi tidak menggerakkan orang
untuk melakukan apapun. la seperti mimpi. Orang harus bangun dari mimpi dan
mengejarnya dalam dunia nyata. Dengan begitu perubahan akan terwujud

(Enggal, 2012: 7).

2.2.2 Pencari Suaka

Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk
mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan.
Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut
sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-
undang negara yang menerimanya (Enggal, 2011: 3).

Menurut Wagiman (2012: 83), adapun faktor-faktor yang menyebabkan
warga negara asing mencari suaka ke negara lain, yaitu:

a. Konflik yang berkepanjangan di negara asal terkait dengan aspek politik,

keamanan, sukuisme, dan lain-lain;
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b. Keadaan ekonomi dan kampung halaman yang buruk sebagai akibat dari
konflik tersebut (keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik);
dan

c. Bujukan dari agen penyelundupan manusia.

Sistem hukum di Indonesia sendiri, karena belum meratifikasi Kovensi
Pengungsi dan Protokol Opsionalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian, masih mengkategorikan pengungsi sebagai
imigran illegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen
keimigrasian yang resmi. Untuk itu para pengungsi yang masuk ke wilayah
Indonesia selalu dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan selama
jangka waktu maksimum 10 tahun di rumah detensi imigrasi yang tersebar di 13
lokasi di seluruh Indonesia.

Situasi ini tentu buruk, karena pengungsi tidak pernah bermaksud untuk
memasuki wilayah suatu negara tanpa ada dokumen resmi, karena pada dasarnya
adalah sulit untuk para pengungsi untuk memperoleh dokumen imigrasi yang resmi.
Oleh sebab itu pengungsi tidak dapat disamakan dengan imigran illegal, meski
tidak semua imigran illegal adalah pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi dan
pencari suaka adalah setiap orang yang meninggalkan negerinya karena “ketakutan
yang beralasan” akan ancaman pengusiran dan pengejaran (persecution). Adapun
istilah pengungsi dapat dipertukarkan dengan istilah pencari suaka dengan makna
yang berimpitan. Para pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan
internasional, namun klaim dan status mereka sebagai pengungsi belum mereka

dapatkan dari otoritas internasional, yaitu United Nations High Commissioner for
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Refugees (UNHCR). Status pengungsi ini penting untuk didapatkan karena dengan
status pengungsi maka hukum internasional akan bekerja dengan segala sistem dan
mekanisme perlindungannya.

Pada level kebijakan mekanisme untuk penanganan pengungsi dapat
diketemukan dalam Peraturan Dirjend Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun
2010 tentang Penanganan Imigran llegal, dimana setiap pengungsi yang masuk ke
Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian dalam bentuk penahanan sampai
status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR. Namun penentuan status oleh
UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal Ini berimbas pada munculnya
pelanggaran HAM, karena pengungsi bukanlah pelaku kriminal namun ditempatkan
pada situasi yang mirip dengan penahanan. Tak heran jika banyak di antara
pengungsi yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh
diri atau kabur dari rumah detensi imigrasi tersebut.

Penentuan praktis apakah seseorang disebut pengungsi atau tidak,
diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB
untuk pengungsi (UNHCR). Prosentase permohonan suaka yang diterima sangat
beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama.
Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang
mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang
membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara
yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari
suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang

ditampung di rumah detensi (Wagiman, 2012: 85).
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Menurut Enggal (2011: 7) sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka
untuk meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai
dan visa. Maka, banyak pencari suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan
berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat

memperoleh status pengungsi.

2.2.3 Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari Droits de L’ homme
(Perancis), Human Rights (Inggris), dan mensekelije rechten (Belanda). Di
Indonesia, hak asasi lebih di kenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat
disebut sebagai hak fundamnetal. Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak
terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de
L’hommeet du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis),
dengan semboyan Liberte (Kemerdekaan), Egalite (Persamaan) dan Fraternite
(Persaudaraan).

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia).

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), komitmen untuk
memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara

universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam Pasal 1 ayat (3):
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”Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah
internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakan
serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau
agama” (Kusumaatmadja, 2003: 21).

Disini peneliti akan membahas mengenai hak asasi manusia bagi pencari
suaka. Secara garis besar hak-hak yang melekat pada pengungsi adalah hak-hak
yang terkait dengan hak-hak sebagai warga sipil. Bahwa tidak ada boleh perbedaan
hak antara warga sipil dengan pengungsi. Di Indonesia sendiri juga mengatur hak
asasi bagi pencari suaka, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk
memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku untuk
semua orang, warga negara dan juga bukan warga negara. Hak-hak yang disebutkan
di atas dirangkum dalam the international bill of human right yang terdiri dari the
universal declaration of human right, the international covenant on civil and
political right, dan the international covenant on economic, sosial, and cultural
right, dari ketiga instrumen HAM international di atas, pasal-pasal yang berkaitan
dengan pengungsi adalah:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948:

a. Pasal 9: Tidak ada yang akan dikenakan penangkapan

sewenang-wenang, penahanan atau pembuangan;

b. Pasal 14: 1 setiap orang memiliki hak untuk mencari dan

menikmati suaka di negara lain dari penuntutan;

c. Artikel 13:

(1)setiap orang memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan
bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara,
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(2)setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara
manapun, termasuk sendiri, dan kembali ke negaranya;

d. Pasal 15 (1) setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR):
a. Pasal 12:

(1)setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu
negara harus, dalam wilayah negara tersebut, memiliki hak
atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih
tempat tinggalnya.

(2)setiap orang harus bebas untuk meninggalkan negara
manapun, termasuk sendiri.

(3)tersebut di atas benar tidak dikenakan pembatasan kecuali
yang ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi
keamanan nasional, ketertiban umum (public order),
kesehatan atau moral umum atau tht kanan dan kebebasan
orang lain, dan konsisten dengan hak-hak lain yang diakui
dalam kovenan ini.

(4)Tidak ada yang harus arbitraly hak untuk memasuki
negaranya sendiri.

Tidak semua hak-hak pengungsi dimuat dalam instrumen HAM diatas
namun unsur utama dari perlindungan internasional terhadap diri seorang
pengungsi adalah mereka tidak untuk dipulangkan secara paksa ke negara dimana
kehidupan dan kebebasan mereka akan terancam. Prinsip inilah dalam konvensi
tahun 1951 tentang status pengungsi yang disebut dengan prinsip non-refoulement
yang diatur dalam Pasal 33. Secara lengkap Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33: larangan pengusiran atau pengembalian (refoulement).

(1) Tidak ada negara pihak harus mengusir atau mengembalikan
(memulangkan kembali) pengungsi dengan cara apa pun ke
perbatasan wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan
terancam karena ras, agama, kebangsaan , keanggotaan dalam
kelompok tertentu atau pendapat politik.

(2) Namun, keuntungan dari ketentuan ini mungkin tidak diklaim
oleh seorang pengungsi di mana ada alasan yang layak untuk
menganggapnya Sebagai bahaya bagi keamanan negara di
mana ia berada atau, seperti yang telah dijatuhi hukuman oleh
putusan hakim adalah final atau tindak pidana yang sangat
berat , itu adalah bahaya bagi masyarakat negara.
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Prinsip non-refoulement ini juga terdapat dalam Pasal 3 konvensi tentang
anti penyiksaan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
(1) Tidak ada negara pihak harus mengusir, kembali
(memulangkan kembali) atau mengekstradisi seseorang ke
negara lain di mana terdapat substansial alasan untuk percaya
bahwa ia akan berada dalam bahaya karena menjadi sasaran
karena menjadi sasaran penyiksaan.
(2) Untuk tujuan menentukan apakah ada alasan seperti itu,
otoritas berwenang harus mempertimbangkan semua
pertimbangan yang relevan termasuk, di mana berlaku,
keberadaan di negara concorned dari pola yang konsisten
kotor, mencolok atau pelanggaran massa HAM.
Dalam penelitian ini, aspek hak asasi manusia yang akan dikaji lebih
khusus meliputi :
2.2.3.1 Hak atas pendidikan
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia
yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak
kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.
Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah
sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era
reformasi ini. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak
sendirian dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki
hak untuk hidup. Tak terkecuali para percari suaka dan pengungsi yang berada di
rumah detensi imigrasi Semarang.
Menurut Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing terdapat hak-hak yang

dimiliki oleh orang asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi yaitu :
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1. Melaksanakan ibadah menurut agama dan Kkepercayaan
masing-masing dalam waktu dan tempat yang telah disediakan;
Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
Menyampaikan keluhan;

Menerima kunjungan keluarga, sponsor, penasihat hukum,
rohaniawan, dokter atau Perwakilan Negara.

as~wnN

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah
besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-
norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang
disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan
Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang
dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen
HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kusumaatmadja, 2003:
18).

Hak atas pendidikan tersebut telah diatur dalam Deklarasi Universal
HAM (Universal Declaration of Human Rights) Pasal 1 yang menyebutkan
bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Tak terkecuali warga

negara asing yang mencari suaka di negara lain.

2.2.3.2 Hak atas kesehatan

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan ditur
dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Jaminan pengakuan
hak atas kesehatan tersebut secara eplisit dapat dilihat dari beberapa instrumen

sebagai berikut:



1) Instrumen Internasional

a)

b)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Pasal 25

Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin
kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya,
termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan
kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan
berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit,
cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami
kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang
berada di luar kekuasaannya.

Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan
bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di
dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat
perlindungan sosial yang sama.

International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR).

Pasal 6

Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya
bagi anak di bawah 18 tahun)

Pasal 7

Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara
keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
(termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa)
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Right (ICESCR)

Pasal 12

Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental
yang tertinggi yang dapat dicapai

2) Instrumen Nasional

a)

b)

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan
fisik dan mental spiritualnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh
derajat kesehatan yang optimal (Afandi, 2008: 3).

24
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Dalam Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social
and Cultural Right (ICESCR) hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap
orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik
dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan (Afandi, 2008: 3). Hak
atas kesehatan dapat diperoleh setiap manusia tak terkecuali oleh para pencari

suaka yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

2.2.3.3 Hak untuk Hidup

Menurut Pasal 6 ayat (1) ICCPR “Setiap manusia berhak atas hak untuk
hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak
seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Hak
untuk hidup termasuk klasifikasi Non-Derogable Rights, yang artinya hak-hak
yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun,
walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Budiardjo, 2008: 222).Adapun yang
menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut:

a. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi
berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama
atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan
untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak
mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan
hak non diskriminasi.

b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum
dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili,
status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan
(place of residence). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus
diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (Pasal 12). Ini

merupakan hak status pribadi.
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Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk
mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak
bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat
menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14
dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.

Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk
berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan
dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non- politis
(Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat.

Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana
mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam
hal ini mereka harus dianggap sama dengan warganegara lainnya jadi
mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang
pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka
harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara
di pengadilan.

Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara
dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk
mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan
pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan
ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah
mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang
cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang
menghasilkan.

Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan
warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar.
Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya
pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa
(Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.

Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk

memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang
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pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan
(Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.

Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan
sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari
pekerjaan yang mereka lakukan Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas
kesejahteraan sosial.

Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen
perjalananan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali
karena alasan keamanan dan kepentngan umum. Dokumen perjalanan
yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara
peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda
pengenal dan dokumen perjalanan.

Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara,
tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana
kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap
pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional
menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka
tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.

Jaminan pengakuan hak atas kesehatan di Indonesia sendiri secara

eplisit dapat dilihat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Thaun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa:

(1)

)

(3)

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
meningkatkan taraf kehidupannya.
Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera
lahir dan batin.
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak untuk hidup dalam penelitian ini dikhususkan pada hak untuk

mendapatkan makanan, karena bagaimanapun juga pengungsi di Indonesia

berhak mendapatkan makanan yang sehat dan layak untuk bertahan hidup.
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Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dilihat dapat dalam

bagan sebagai berikut:

a) Bagan

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

oo

\ 4

\ 4

Nomor M.05.1L.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi

Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Detensi Imigrasi

f. Peraturan Diretur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing

e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

\ 4

Landasan Teori
Rumah Detensi
Imigrasi
Pencari Suaka
Hak Asasi
Manusia

1.

2.
3.

v

Lembaga Negara:
Rumah Detensi Imigrasi Semarang

\

Yuridis Sosiologis:
1. Studi Kepustakaan
2. Wawancara

4

A

A 4 A
Faktor pendorong dan faktor
Rumah Detensi Imigrasi penghambat yang dihadapi
Semarang dalam Rumah Detensi Imigrasi
pemenuhan hak untuk Semarang pemenuhan hak untuk
mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan, hak atas
hak atas kesehatan dan hak kesehatan dan hak hidup (untuk
hidup (untuk mendapakan mendapakan makanan) warga
makanan) warga negara negara asing
asing

| |

v

Untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang

A 4

serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam |¢

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan
hak hidup (untuk mendapakan makanan) bagi para Pencari Suaka.

v

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya dan
memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahun terkait dengan Rumah
Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara
Asing Pencari Suaka.
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b) Penjelasan
1) Input (input)

Penelitian mendasarkan penelitian ini pada isu-isu yang
berkembang, seperti adanya warga negara asing yang masuk di wilayah
teritorial negara Indonesia tanpa dokumen resmi Keimigrasian, adanya
para pencari suaka yang masuk di wilayah Indonesia dengan berbagai
kepentingan, kurangnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan
bagi anak-anak, hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara asing yang
berada di Rumah Detensi Imigrasi, dan adanya faktor-faktor penghambat
dan pendukung dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia warga
negara asing.

Dasar-dasar hukum dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor
IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran llegal;
Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun
2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.05.1L.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi;
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata



2)

3)

30

Kerja Rumah Detensi Imigrasi; Peraturan Diretur Jendral Imigrasi Nomor
F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing.
Procees (proses)

Isu-isu dan dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan sebagai

fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan
tentang Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia
Warga Negara Asing, dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

(a) Bagaimanakah Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan
hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup
(untuk mendapakan makanan) warga negara asing?

(b) Apa sajakah faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi
Rumah Detensi Imigrasi Semarang pemenuhan hak untuk
mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup (untuk
mendapakan makanan) warga negara asing?

Output (tujuan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Rumah Detensi

Imigrasi Semarang pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak

atas kesehatan dan hak hidup warga (untuk mendapakan makanan) negara

asing, serta Mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang
dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam memberikan
pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan dan

hak hidup warga (untuk mendapakan makanan) negara asing.
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4) Outcome (manfaat)
Keragka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari
penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum
selanjutnya dan memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahun
terkait dengan Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi

Manusia Warga Negara Asing.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian
hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian
dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu
Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara
berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi
dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) (Amiruddin, 2012).

Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat Rumah
Detensi Imigrasi Semarang dengan melihat langsung dilapangan terhadap
pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan dan hak untuk hidup (untuk mendapakan

makanan) bagi para Pencari Suaka.

3.2 Jenis Data Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Data primer adalah “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang
diamati atau diwawancarai” (Moleong, 2009). Menurut Nur (2008) data
primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber
pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui
pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.
Dengan demikian sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis

yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari Himawan
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Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan, Chatarina Kepala Sub Seksi

Bidang Perawatan, Sulhan Kepala Sub Seksi Ketertiban di Rudenim

Semarang Data Sekunder

Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penulis yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan

perundang-undangan yang digunakan yaitu :

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun
2010 tentang Penanganan Imigran llegal,

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI1.1917-0T.02.01 Tahun
2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.05.1L.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi;
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;

Peraturan Diretur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pendetensia Orang Asing.
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b. Data Tersier
Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap
data primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Dalam penelitian ini kamus
hukum yang digunakan yaitu :
1. Buku-buku tentang penelitian hukum;
2. Buku-buku tentang keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
3. Buku-buku terkait perlindungan hak asasi manusia;
4. Website-website tentang keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;

5. Jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait para pencari suaka.

3.3 CaraPengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan
dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah :
(1) Wawancara (Interview)
Wawancara disini dilakukan dengan Himawan Kepala Sub Seksi Administrasi
dan Pelaporan, Chatarina Kepala Sub Seksi Bidang Perawatan, Sulhan Kepala
Sub Seksi Ketertiban di Rudenim Semarang.
(2) Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau
materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang
sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data
sekunder vyaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan

keimigrasian, Rudenim, dan hak asasi manusia untuk memperoleh landasan
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teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Rumah Detensi Imigrasi

dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka.

3.4 Analisis Data

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk
pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada
sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data) yaitu dengan
cara wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu
pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah
membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta
data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan
gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang
akan diteliti (Amiruddin, 2012).

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus
juga mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Rumah Detensi
Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari
Suaka yang dikaitkan dengan bagaimana penerapan aturan hukum tersebut di
masyarakat. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,
dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni
mengenai perlindungan hak asasi manusia, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan
dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai,

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan
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menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil
tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan

yang diangkat dalam penelitian ini (Amiruddin, 2012).



BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rumah Detensi

Imigrasi Semarang telah memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi
warga negara asing pencari suaka sebagai mana yang telah diatur dalam
Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Rumah Detensi
Imigrasi memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka
yang berada disana dengan cara memberikan program-program, seperti
pemenuhan hak atas pendidikan yaitu memberikan pelatihan dan bimbingan
berlajar setiap hari Senin sampai Kamis, pemenuhan hak atas kesehatan
yaitu memberikan pelayanan kesehatan setiap hari Senin dan Kamis, serta
pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan) diberikan jatah makan
3 (tiga) kali dalam sehari yaitu pagi, siang dan malam.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung
dalam Rumah Detensi Imigrasi Semarang mewujudkan perlindungan dan
pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari yaitu partisipasi dari para
pencari suaka untuk mengikuti program-program yang diberikan, disamping
itu Rumah Detensi Imigrasi telah memiliki sarana dan prasarana yang
memadai serta berkerjasama dengan PKBI dalam bidang pendidikan dan
Rumah Sakit dalam bidang kesehatan. Sedangkan faktor penghambat bagi
Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk mewujudkan perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka yaitu perbedaan bahasa
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dalam berkomunikasi dikarenakan warga negara asing tersebut
mrnggunakan bahasa yang berasal dari negaranya. Disamping itu tidak
tersedianya ruangan gawat darurat dan tenaga medis yang menjaga 24 jam,
dan dilihat dari ketersediaan jumlah, baik pegawai di Rumah Detensi
Imigrasi Semarang dan tenaga pengajar kurang memadahi untuk
memberikan pelayanan dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan

hak asasi bagi pencari suaka.

5.2 Saran
1. Diharapkan kepada Rumah Detensi Imigrasi Semarang untuk lebih

menambah sumber daya manusia disana guna mewujudkan perlindungan
dan pemenuhan hak asasi bagi pencari suaka;

2. Diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar
tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal dalam pemenuhan hak asasi
manusia bagi para pencari suaka;

3. Diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM
RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka di Indonesia
guna tetap dapat menjaga kestabilan negara meskipn tidak meratifikasi
Konvensi 1951 dan Protokolnya, sehingga tetap terciptanya kepastian

hukum dibidang keimigrasian terkait pencari suaka.
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HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.05.1L.02.01 TAHUN 2006
TENTANG

RUMAH DETENSI IMIGRASI



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.06.1L.02.01 TAHUN 2006
TENTANG
RUMAH DETENSI IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER!I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
Menimbang : aBahwa dalam rangka penegakan hokum di bidang keimigrasian pelu diatur
mengenal tempat penampungan sementara bagi orang asing ang melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku , khususnya di bidang keimigrasian ,
yang dikenakkan tindakan keimigrasian ditempatkan dan ditampung pada Rumah
Detensi Imigrasi;
b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a periu
menatapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia
tenatang Rumah Detensi Imigrasi. s

Mengingat : 1. Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3474);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1294 tentang Tata Cara Pencegahan dan
Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 53 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pengawasan Crang Asing
dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas pokok ,
Fungsi , Susunan Organisasi , dan Tata Kerja Kementerian Republik indonesia.

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PR.07.04
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Imigrasi; ;

6, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M.01.PR.07.04 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun

2 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan
Hak Asasi manusia Republik Indonesia,

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.PR.07,10 Tahun
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departermen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
RUMAH DETENSI IMIGRASL.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disingkat RUDENIM adalah tempal penampungan
sementara orang asing yang meianggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan
tindakan keimigrasian dan menuggu proses pemulangan ke negaranya.



Ruang Detensi Imigrasi adatah ruangan di Direktorat Jenderal Imigrasi , Kantor Imigrasi , atau
di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berfungsi sebagai ruang pedetensian sementara ,
untuk menunggu proses penempatan ke RUDENIM ataiu PEngusiran / Deportasi.

Deteni adalah orang asing penghuni RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah
mendapatkan keputusan pedetensian dari Pefabat Imigrasi,

Pengusiran/Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dar wilayah Negara
Republik Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Pemulangan adalah mengembalikan orang asing adari wilayah Negara Republik indonesia ke
Negara asal atau ke Negara lain yang menerimanya.

Pasal 2

Penempatan orang asing di RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi , dalam hal yang
bersangkutan:

a.
b.
c

d.
e.

1)

2)

3)

)

2)

3)

1)

2)

Berada di wilayah Rapublik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;

Menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi;

Menuggu keputusan Mentei Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai permchonan

keberatan yang diajukan;

Terkena tindakan keimigrasia;dan

Telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pengusiaran/deporiasi.
Pasal 3

Pedetensian orang asing pada RUDENIM dilaksanakan dengan surat perintah pedetensian

dan kepala RUDENIM berdasarkan keputusan tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara

tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi , Kepala Divisi Keimigrasian , atau Kepala Kantor

Imigrasi,

Pedetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imgrasi diaksanakan

dengan sural perintah pedetensian dari Kepala Kantor Imigrasi berdasrkan keputusan

tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Pedelenian orang asing pada ruang detensi imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasl

dilaksanakan dengan surat perintah pedetesian dan Direktur Jenderal Imigras! berdasarkan

keputusan tindakan keimigrasian yang ditetapkan secara terfulis oleh Direktur Jendersal

Imigrasi.

Pasal 4
Pemindahan Dtemni dani dank @ RUDENIM lain atau ke “tempat lain” dilaksanakan berdasrkan
keputusan pemindahan dari Kepala RUDENIM tempa Deteni dipindahkan disertai dengan
berita acara serah terima Detenl
Pemindahan Deteni antar-RUDENIM dilakukan dengan pengawalan da pengawasan oleh
Petugas Imigrasi dilengkapi dengan sural perintah dari kepala RUDENIM tempat Deteni

dipindahkan,
Pemindahan Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan tertulis

Direkur Jenderal Imigrasi.

Pasai 5§

KKepala RUDENIM dapat menerima Deleni yang berasal dari Kantor Imigrasi di luar wilayah
kerja RUDENIM tersebut setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang
bersangkutan.

Dalam keadaan mendesak , kepala RUDENIM dapat menerima dan menempatkan Deteni
pada RUDENIM yang dipimpinnya sebelum persetujan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang
bersagkutan



3) Ketentuan lebih lanjut mengnai keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 8
Penempatan Deleni pada RUDENIM atau Ruang Delensi Imigrasi dilakukan dengan
memperhatikan jenis kelamin , usia , kondisi kesehatan , dan tingkat pengamannya.

Pasal7
Perawatan Oteni meliputi penyediaan makanan , tempal tidur , pelayanan kesehatan , dan
pembinaan rohani,

Pasal 8
1) Kepaia RUDENIM membuat keputusan Pengeluaran Deteni dalam rangka pemuiangan atau
pengusiran/deportasi Deteni.
2) Pengeluaran Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawalan
dan pengawasan ke tempat keberangkatan,

Pasal 9
1) Kepala RUDENIM mengatur keamanan , ketertiban , kunjungan , dan izin keluar sementara
bagi DETENI.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderai imigrasi.

Pasal 10
1) Deteni dapat menerima kunjungan dari keluarga , penasihat hokum , perwakilan negaranya ,
atau "pihak lain” setelah mendapat izin dan Kepala RUDENIM.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 11
Penyidik Keimigrasian , Pejabat Imigrasi/Petugas Imigrasi , atau petugas yang terkait untuk
kepentingan pemeriksaan dan wawancara dapat mengunjungi Deteni setetah menunjukkan surat
perintah tugas.

Pasal 12
1) Deteni yang melanggar peraturan tata tertib dapat dikenakkan tindakan pengisolasian yang
ditetapkan dengan surat perintah pengisolasian dari kepala RUDENIM.
2) Tindakan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14
(empat belas) hari sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahannya.
3) Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara tindakan pengisolasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 13
Kepala RUDENIM dapat membuat surat lepas dan memberikan kepala Deteni yang sudah
menjalani pedetensian selama 10 (sepuluh( tahun dan setelah mendapat izin tinggal di luar
RUDENIM.

Pasal 14
Ketentuan mengena: tata cara penempatan registrasi , hak dan kewajiban , larangan , tata tertib |,
pengeluaran , pengusiran/deportasi , pengawalan , serta sanksi pelanggaran larangan dan tata
tertib , ataupun pelaporanDeteni pada RUDENIM , diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
imigrasi



1)

2)

3)

1)

2)

Pasal 16
Biaya pengawalan Deteni sampai ke tempat pemberangkatan dalam rangka pemulangan
atau pengusiran/deportawsi atau pemindahan ke RUDENIM lain dibebankan pada anggaran
RUDENIM yang memindahkan,
Biaya pengawalan Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi pada Kantor Imigrasi ke RUDENIM
dibenkan pada anggaran Kantor Imigrasi,
Biaya pengawalan Detenl dari Ruang Deteni darl Ruang Detensi Imigrasi pada Direktorat
Jenderal Imigrasi ke RUDENIM dibebankan kepada Direktorat Jenderal imigrasi.

Pasal 18
Biaya pengurusan rumah sakit dan/atau pemakaman Deteni yang meniggal dunia ditanggung
oleh keluarga atau perwakiian negaranya atau pihak lainnya.
Apabila keluarga , perwakilan negaranya , atau pihak alin tidak ada atau tidak dapat
dihubungl dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kall dua puluh empat) Jam , biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggran RUDENIM.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai beriaku , Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.05-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Karantina Imigrasi dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku,

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2006

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
HAMID AWALUDIN



KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.01-PR.07.04 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI

Menimbang

Mengingat

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kedatangan dan keberadaan migran di wilayah
Indonesia yang cenderung meningkat, berpotensi
menimbulkan berbagai permasalahan keimigrasian
sehingga diperlukan upaya Penindakan menurut
Ketentuan Keimigrasian;

bahwa untuk lebih mengefektifkan dan
mengefesiensikan pelaksanaan tugas di bidang
penindakan keimigrasian diperiukan sarana dan
prasarana pendukung berupa Rumah Detensi Imigrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di dalam huruf a dan huruf b periu
merumuskan dan menetapkan kedudukan,Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Detensi Imigrasi di Lingkungan Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);, .
Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1994
tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan
Keimigrasian (Lembaran Negara 1994 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara 3562),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 19894 tentang
visa ,lzin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3563);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102
Tahun 2001

tentang, Kedudukan, Tugas,Fungsi,Kewenangan,Susun
an Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : M,03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor :M.05.1Z.01.02 Tahun 1995 tentang Karantina
Imigrasi,

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia:



Memperhatikan :  Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dalam Suratnya Nomor : B/32/M.PAN/1/2004 tanggal
13 Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI
IMIGRASI.

BAB1
KEDUDUKAN, TUGAS,DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam Keputusan ini disebut
RUDENIM adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian di
lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor
wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

(2) RUDENIM dipimpin oleh Seorang Kepala.

Pasal 2

RUDENIM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di
bidang Pendetensian orang asing.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, , RUDENIM
mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan tugas penindakan ;

b. Melaksanakan tugas pengisolasian ;

c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

BaB Ii
SUSUNAN ORGANISASI RUDENIM

Pasal 4

RUDENIM terdiri dari .

a Sub Bagian Tata Usaha ;

b Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan ;
c Seksi Perawatan dan Kesehatan ;

d Seksi Keamanan dan Ketertiban ;



Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha,
dan rumah tangga RUDENIM.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sub Bagian Tata
Usaha, mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan kepegawaian ;

b. Melakukan urusan keuangan ;

¢. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari
a. Urusan Kepegawaian ;

b. Urusan Keuangan,

c. Urusan Umum.

Pasal 8

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas kepegawaian.

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

(3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
periengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Seksi Registrasi, Administrasi,dan Pelaporan mempunyai tugas pencatatan
pada saat masuk dan keluar,membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan
menyimpan benda-benda milik pribadi,serta melaksanakan pemulangan
" terdetensi dan pelaporannya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal @ Seksi Registrasi, Administrasi,

dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari foto
dan menyimpan serta mengamankan benda-benda millik pribadi
terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;

b. Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Pasal 11
Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan terdiri dan :

a. Sub Seksi Registrasi ;
b. Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan,

Pasal 12

(1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan
pencatatan registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan
menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi;



(2) Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pemulangan terdetensi, dan pelaporannya.

Pasal 13

Seksi Perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan dan kegiatan
olah raga,serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13,Seksi Perawatan dan

Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;

b. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah
raga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Pasal 15

Seksi Perawatan dan Kesehatan terdiri dari :
a. Sub Seksi Perawatan;
b. Sub Seksi Kesehatan;

Pasal 16

(1) Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
kebutuhan makan terdetensi;

(2) Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan
kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga dan memfasilitasi
kegiatan ibadah terdetensi,

Pasal 17

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan
pemindahan terdetensi antar Rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam
rangka pengusiran dan pemulangannya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Seksi Keamanan

dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a Melakukan pengaturan jadual pembagian tugas pengamanan,
malaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan di lingkungan
Rudenim;

b Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar
Rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka
pengusiran dan pamulangannya.



Pasal 19

Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:
a. Sub Seksi Keamanan ;
b. Sub Seksi Ketertiban :

Pasal 20

(1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadual pembagian
tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan di
lingkungan Rudenim.

(2) Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan
penempatan, pengisolasian pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta
menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dalam rangka
pengusiran dan pemulangannya. '

BAB Il
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya,Kepala Rudenim,Kepala Sub Bagian,Kepala
Seksi,Kepala Sub Seksi,Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Rudenim dan instansi lain sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil langkah-angkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertangqung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap Laporan yang di terima dan bawahannya, pimpinan satuan organisasi
wajib mengolah dan selanjutnya dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan



Pasal 26
Bimbingan teknis keimigrasian secara fungsional dilakukan oleh Direktur
Jenderal Imigrasi dan/ atau melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Koordinator  Urusan
Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi) kepada Kepala Rudenim.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
(1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini jumlah Rudenim di lingkungan
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebanyak 13 (tiga belas) Rudenim.
(2) Nama, dan wilayah kerja Rudenim yang tersebut pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Pasal 28

Dengan ditetapkannya keputusan iniketentuan yang bertentangan dengan
keputusan ini dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 29
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2004

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
PROF. DR YUSRIL IHZA MAHENDRA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN

HAMR.I
NOMOR : M.01.PR.07.04 Tahun 2004
TANGGAL : 9-03-2004

DAFTAR RUMAH DETENSI IMIGRASI DAN WILAYAH KERJA

DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK
INDONESIA

No.

NAMA

WILAYAH KERJA

1

RUDENIM MEDAN

Provinsi Sumatera Utara.

RUDENIM PEKAN BARU

Provinsi Riau
Provinsi Jambi; dan
Provinsi Sumatera Barat.

RUDENIM BATAM

rovinsl Kepulauan Riau

RUDENIM JAKARTA

" Provinsi DKI. Jaya;

Provinsi Jawa Barat;

Provinsi Banten;

Provinsi Lampung;

Provinsi Sumatera Selatan;
Provinsi Bangka Belitung; dan
Provinsi Bengkulu.

RUDENIM SEMARANG

Provinsi Jawa Tengah;
Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta; dan

Provinsi Kalimantan Tengah.

RUDENIM SURABAYA

Provinsi Jawa Timur;
Provinsi Kalimantan Selatan; dan
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DN AW N.“N."’.‘-".‘*.‘*’N.“‘U“N:‘Nr‘

RUDENIM PONTIANAK

Provinsi Kalimantan Barat.

RUDENIM BALIK PAPAN

Provinsi Kalimantan Timur

RUDENIM MAKASSAR

Provinsi Sulawesi Selatan;
Provinsi Sulawesi Tenggara;
Provinsi Maluku Utara; dan
Provinsi Maluku.

11

RUDENIM DENPASAR

Provinsi Bali;
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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12

RUDENIM KUPANG

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

13

RUDENIM JAYAPURA

Provinsi Papua/lrian Jaya.

MENTER!I KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

PROF DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam




Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR F-1002.PR.02.10 TAHUN 2006

TENTANG
TATA CARA PENDETENSIAN ORANG ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah ,
Detensi Imigrasi perlu diatur hal-hal yang berkaitan deagan
penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib,
sanksi, kunjungan, pengisolasian, izin keluar sementara, keadaan
mendesak, perawatan, pengeluaran, pemindahan, pemulangana,
pengusiran/deportasi, pengawalan serta pelaporan Deteni pada
Rumah Detensi Imigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang
tata cara pendetensian orang asing;

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474),

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994
tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3561),

3. Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994
tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562),

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Kedudukan, Fungs:, Susunan Organisesi, dan Tata Kega



5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.04.PR.07.04 Tahun 2003 teatang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kega

6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hsk Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.03.PR.07.10- Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.O05IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah
Detensi Imigrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ! PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG
TATA CARA PENDETENSIAN ORANG ASING

Pasal |

(1) Pendetensian orang asing pada Rumah Detensi Imigrasi adalah wewenang Kepala
Rumah Detensi Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian atan Direktur
Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian,

(2) Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi adalah
wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi,

(3) Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal
Imigrasi adalah wewenang Direktur Jenderal Imigrasi Up Direktur Penyidikan dan
Penindakan Keimigrasian sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan
Keimigrasian.



Pasal 2
Pendetensian orang asing dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pada Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian,
membuat: .
Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 3 (tiga) terdini dari:
a. Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
b. Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang bersangkutan;
¢. Lembar Ketiga untuk arsip.
2. Pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi.
Kepala Kantor Imigrasi membuat:
Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 5 (lima), terdiri dari:
a. Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan,
b. Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang bersangkutan;
¢. Lembar Ketiga untuk Direktur Jenderal Imigrasi;
d Lembar Keempat untuk Kepala Divisi Keimigrasian;
e Lembar Kelima untuk arsip,
3. Pada Rumah Detensi Imigrasi
a Direktur Jenderal Imigrasi Up. Dircktur Penyidikan dan Penindakan
Keimigrasian, membuat:
1) SuratKeputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari:
a) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;
b) Lembar Kedua untuk keluarga dan/ atau perwakilan negara yang
bersangkutan;
¢) Lembar Ketiga untuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
d) Lembar Keempat untuk arsip.
2) Benta Acara Serah Terima Detensi dengan melampirkan :
a) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki),
¢) Barang-barang milik Deteni.
b. Kepala Divisi Keimigrasian, membuat:
1) Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 5 (lima) terdin dan
a) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan,
b) Lembar Kedua untuk keluarga dan’ atau perwakilan negara yang
bersangkutan,
c) Lembar Ketiga untuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi;
d) Lembar Keempat untuk Direktur Jenderal Imigrasi,



e) Lembar Kelima untuk arsip.

2) Berita Acara Serah Terima Detensi dengan melampirkan ;
a) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki);
c¢) Barang-barang milik Deteni.

c. Kepala Kantor Imigrasi, membuat:

1) Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dalam rangkap 6 (enam) terdin dari:
a) Lembar Pertama untuk orang asing yang bersangkutan;,
b) Lembar Kedva untuk keluarga dan/ atau perwakilan pegara yang

bersangkutan;

¢) Lembar Ketiga untuk Kepala Rumah Detensi Imigrasi,
d) Lembar Keempat untuk Direktur Jenderal Imigrasi;
¢) Lembar Kelima untuk Kepala Divisi Keimigrasian;
f) Lembar Keenam untuk arsip.

2) Berita Acara Serah Terima Detensi dengan melampirkan :
a) Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat,
b) Dokumen perjalanan (bagi yang memiliki);
¢) Barang-barang milik Deteni,

Pasal 3

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian dan Berita Acara Serah Terima
Deteni sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Rumah Detensi Imigrasi
membuat Surat Perintah Pendetensian dan Berita Acara Pendetensian yang memuat:

a. Identitas dir Deteni;

b. Kondisi keschatan Deteni;

c. Inventarisasi barang-barang milik Deteni;

d : Dokumen perjalanan Deteni (bagi yang memiliki},

¢. Instansi pengirim Deteni,

f. Alamat keluarga atau sponsor / penjamin Deteni yang dapat dihubungi di
Indonesia dan / atau di luar negeri.

(2) Deteni yang telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, Kepala Rumah Detenst
Imigrasi wajib memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan dalam
rangka proses pemulangan atau pendeportasian/ pengusiran dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keumigrasian
dan Kepala Divisi Keimigrasian yang meliputi wilavah kerja Rumah Detenst Imigras:
yang bersangkutan.



Pasal 4

Proses serah terima Deteni sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi:

1. Pemeriksaan dan penggeledahan Deteni termasuk barang-barang miliknya, dilakukan
dengan sopan, tertib, dan cermat. Sedangkan pemeriksaan terhadap Deteni wanita
dilakukan oleh petugas wanita,

2. Pengamanan terhadap barang-barang bawaan Deteni yang dapat membahayakan

keselamatan, keamanan dan ketertiban;

Pencatatan identitas diri Deteni pada buku register dan papan dafiar Deteni;

Pencatatan dokumen dan barang-barang Deteni pada buku register,

Penyimpanan dokumen dan barang-barang Deteni pada tempat yang telah ditentukan;

Pengambilan sidik jari Deteni dan diterakan pada kartu sidik jari;

Pengambilan foto Deteni dan ditempelkan pada buku register serta kartu Detent,

Pemeriksaan km»disikmlntanDcteniyangdﬂah;lmnoiehdokteraﬂummedis

yang ditunjuk oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi;

9. Kepala Rumah Detensi Imigrasi dapat memberikan pakaian seragam terhadap para

Deteni.
/ Pasal 5 !

(1) Ruang Detensi Imigrasi berada idp Kantor Imigrasi termasuk Tempat
Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi,

(2) Penempatan Deteni di Ruang Detensi Imigrasi, dilakukan untuk paling lama 7 (tujuh)
hani kerja;

(3) Penempatan Deteni untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan kemmigrasian
dalam rangka tindakan keimigrasian;

(4) Deteni yang telah berada di Ruang Detensi Imigrasi lebih dari 7 (tujuh) han kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan dan ditempatkan di Rumah
Detensi Imigrasi.
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Pasal 6
(1) Deteni dapat dipindahkan dari satu Rumah Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi
Imigrasi lainnya dalam hal:
a Memudahkan pemulangan atau pendeportasian / pengusiran;
b. Memudahkan untuk berhubungan dengan perwakilan negara,
c. Deteni dalam keadaan sakit sesuai dengan hasil pemeriksaan medis oleh dokter
guna dirujuk ke rumah sakit tertenty;
d. Jumlah Deteni melebihi kapasitas;
¢. Untuk kepentingan keamanan,



(2) Pemindahan Deteni scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan
Penindakan Keimigrasian;

(3) Tata cara pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala
Rumah Detensi Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi Up, Direktur Penyidikan
dan Penindakan Keimigrasian dengan tembusan kepada Kepala Divisi Keimigrasian
yang meliputi wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi yang bersangkutan.

-

(1) Pemulangan atau pendeportasian oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi
dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Direktur Jenderal
Imigrasi Up, Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;

(2) Dalam hal Deteni tidak memiliki dokumen perjalanan dan/ atau biaya pemulangan ke
negara asal, Kepala Rumah Detensi Imigrasi dapat melakukan koordinasi dengan
Perwakilan Negara Deteni dan pihak-pihak lain vang terkait dengan proses
pemulangan atau pendeportasian; ;

(3) Deteni yang dikenakan tindakan pengusiran / deportasi dapat diusulkan tindakan
penangkalan.

Pasal 8
(1) Registrasi kegiatan pendetensian dilaksanakan dengan mencatat pada buku register
yang terdin dari :

a. Buku Register Pendetensian, memuat kode register, nomor urut register, nama
lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal
Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian, Surat Perintah Pendetensian, peraturan
yang dilanggar, tanggal masuk / keluar dan foto;

b. Buku Register Pemulangan/ pengeluaran, memuat kode register, nomor urut
register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir,
kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan,
Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemulangan/ pengeluaran, tanggal
keberangkatan, dan nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi, alat angkut,

¢, Buku Register Pengusiran/ deportasi, memuat kode register, nomor urut register,
nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal
Surat Keputusan Pengusiran/ deportasi, tanggal keberangkatan, dan nama Tempat
Pemeriksaan Imigrasi, alat angkut,



Buku Register Pemindahan Deteni antar Rumah Detensi Imigrasi, memuat kode
register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan
tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen
perjalanan, Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pemindahan, tanggal
pemindahan, Rumah Detensi Imigrasi yang dituju, alasan pemindahan,

Buku Register Pengisolasian, memuat kode register, nomor urut register, nama
lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
nomor, tempat dan tangpal pengeluaran dokumen perjalanan, Nomor dan Tanggal
Surat Perintah Pengisolasian, alasan pengisolasian dan tanggal mulai
pengisolasian, tanggal berakhir pengisolasian;

Buku Register Penyimpanan dan Penyerahan Barang Deteni, memuat kode
register, nomor urut register, nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan
tanggal lahir, Kewarganegaraan, jenis barang, kondisi bamang, tanda tangan
Deteni dan petugas Rumah Detensi Imigrasi;

Buku Register Izin Keluar Sementara memuat kode register, nomor urut register,
nama lengkap Deteni, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan, Alasan Keluar,
Alamat Tujuan, nama, nomor telephon dan alamat lengkap penjamin.

(2) Bentuk Buku Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tersebut dalam
lampiran peraturan ini.

Pasal 9

(1) Buku Register dan atau kegiatan pendetensian diberi kode register sesuai dengan jenis
kegiatannya.
(2) Kode Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

&

R ™ o B O

Kode Register Pendetensian 1 2P1
Kode Register Pemulangan / Pengeluaran :2P2
Kode Register Pengusiran/deportasi :2P3
Kode Register Pemindahan antar Rumah Detensi Imigrasi : 2P4
Kode Register Pengisolasian 1 2P5
Kode Register Penyimpanan dan Penyerahan Barang 1 2P6
Kode Register {zin Keluar Sementara 1297
Pasal 10

(1) Setiap Deteni dibuatkan Kartu Deteni dan disimpan serta disusun secara alphabeus;,
(2) Kartu Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kartu kendali
yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir,



&
£

Tidak meninggalkan pakaian kétor di kamar mandi;
Mematikan kran air apabila sudah tidak dipergunakan.

(4) Tata tertib dikamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a

5

0.

Deteni pria dilarang masuk di blok atau ruang wanita, demikian pula sebaliknya
wanita dilarang masuk ke ruang pria;

Memelihara keutuhan fasilitas, keindahan, keamanan dan kebersihan kamar
Deten,

Dilarang memasuki kamar Deteni lainnya tanpa seizin petugas yang berwenang;
Dilarang memindahkan atau merusak fasilitas kamar, memasang gambar yang
dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kamar Deteni;

Dilarang membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan barang-barang
atau benda-benda terlarang berupa minuman keras, narkotika, psikotropika dan
zat aditif lainnya (NAPZA),

Dilarang memiliki, menyimpan, membuat dan mempergunakan senjata api atau
senjata tajam,

Dilarang menerima tamu atau keluarga di kamar Deteni;

Dilarang memanfaatkan fasilitas kamar Deteni yang bukan peruntukannya tanpa
seijin Petugas yang berwenang,

Dilarang menempelkan stiker atau poster di dalam kamar Deteni;

Dilarang membuat kegaduhan dan kericuhan;

Dilarang mencorat-coret dinding kamar hunian;

Deteni diwajibkan bangun pagi selambat-lambatnya jam 10.00 waktu setempat
kecuali bagi mereka yang sakit dan kembali masuk ruangan kamar masing-masing
paling lambat jam 15.00 waktu setempat;

. Deteni wajib membersihkan ruangan atau merapikan tempat tidurnya setiap hari

dan dalam 1 (satu) minggu sekali diwajibkan ikut serta membersihkan Rumah
Detensi Imigrasi,

Deteni wajib membina hubungan baik dengan sesama Deteni di dalam Rumah
Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi secara kekeluargaan;

Dilarang melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Tata tertib menerima kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

Deteni hanya diperbolehkan berada di ruang depan atau ruang tamu dan halaman
depan pada waktu jam kunjungan setelah mendapat izin dari Petugas Rumah
Detensi Imigrasi;

Menerima tamu atau keluarga yang berkunjung dengan menggunakan pakaian
yang rapi dan sopan di tempat dan waktu yang telah ditentukan;

Lamanya waktu kunjungan sesuai waktu yang telah diatur oleh Petugas Rumah
Detensi Imigrasi,



Pasal 16

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi :

1.

b W

Menaati peraturan tata tertib yang berlakuy,

Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib;

Memelihara barang inventaris;

Menghormati hak orang lain;

Memberikan keterangan yang benar kepada Petugas Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 17

Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi :

1.
2.
3.

N we

Melakukan perbuatan asusila;

Membawa, meayimpan, membuat atau memiliki senjata api dan atau senjata tajam;
Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki,
memperdagangkan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
(NAPZA),

Melakukan penganiayaan, kegaduhan dan kericuban;

Melakukan pencurian dan pemerasan;

Melakukan jual beli barang secara tidak sah dan melanggar hukum yang berlaku;
Membawa dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban;

Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, '

Pasal 18

(1) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi tata tertib makan, mandi,

dikamar, menerima kunjungan dan mengikuti kegiatan pembinaan atau
pembimbingan,

(2) Tata tertib makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Pada saat makan, badan dalam keadaan bersih, berpakaian rapi dan sopan;

b. Duduk dengan sopan;

¢. Berdoa sebelum dan sesudah makan;

d. Makan secukupnya dan tidak berlebihan;

e, Menggunakan perlengkapan makan yang disediakan sesuai dengan kegunaannya,

(3) Tata tertib mandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a  Mandi dilaksanakan pada tempat yang telah disediakan;

b. Pergi ke kamar mandi maupun setelah selesai mandi berpakaian sopan;

¢. Kamar mandi senantiasa bersih, tidak membuang sampah di dalam kamar mandi;
d. Menggunakan air mandi secukupnya;



kewarganegaraan, nomor, tempat dan tanggal pengeluaran dokumen perjalanan,
tangsnlmamk,instamipmgirim.fhnpasalpehnsgm

Pasal 11

(1) Penempatan, makan, pelayanan kesehatan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi dan
Ruang Detensi Imigrasi dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, kondisi
kesehatan;

(2) Penempatan yang dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan blok atau ruangan
terpisah untuk laki-laki dan perempuan;

(3) Menu makanan dan pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan antara anak-anak, dewasa dan orang sakit.

Pasal 12
Pada setiap dinding bagian luar ruangan yang terdapat Deteni, wajib dipasang papan yang
mencantumkan nama, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, tanggal masuk dan
peraturan yang dilanggar.

Pasal 13
Terhadap setiap Deteni yang baru masuk, diberi penjelasan tentang hak, kewajiban,
larangan, tata tertib dan sanksi pelanggaran tata tertib,

Pasal 14 '
(1) Terhadap Deteni yang melakukan pelanggaran tata tertib, dapat dilakukan
pengisolasian dengan menempatkan pada ruangan tersendiri.
(2) Pengisolasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat
pertimbangan/ penilaian dari Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah
Detensi Imigrasi.

Pasal 15
Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, meliputi:
1. Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam waktu
dan tempat yang telah disediakan;
Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
Menyampaikan keluhan;
Menerima kunjungan keluarga, sponsor, penasihat hukum, robaniawan, dokter atau
Perwakilan Negara.

w8



d. Saat menerima tamu duduk dan berbicara dengan sopan.

(6) Tata tertib mengikuti kegiatan pembinaan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
& Mengenakan pakaian yang bersih dan sopan;
b. Mengikuti kegiatan pembinaan atau pembimbingan dengan tertib;
¢. Melaksanakan perintah atau pengarahan dan Petugas Pembimbing;
d Deteni yang ditunjuk sebagai koordinator kegiatan, membantu mempersiapkan

tempat dan menjaga keutuhan serta kelengkapan peralatan kerja.

{7) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
diterjemahkan kedalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang memungkinkan
dan ditempelkan dalam satu ruangan Rumah Detensi Imigrasi,

Pasal 19
Sanksi pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, berupa :
1. Teguran secara lisan,
2. Teguran tertulis, dalam bentuk:
a. Penjatuhan hukuman disiplin dalam bentuk pengisolasian (straf sef);
b. Penjatuhan hukuman disiplin dalam bentuk pencabutan hak tertentu dalam waktu
yang ditentukan.

Pasal 20
(1) Deteni selama di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi disediakan
perlengkapan makan, minum, mandi, tempat tidur dan ruang untuk beribadah;
(2) Deteni memakai pakaian dengan memperhatikan etika kesopanan dalam berpakaian,

Pasal 21

(1) Deteni diberi jatah makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

(2) Apabila Deteni menderita sakit atau menyusui anak, dapat diberikan makanan sesuai
dengan petunjuk dokter pemerintah dan bagi yang melakukan ibadah puasa dapat
diberikan makanan sesuai suasanan ibadah;

(3) Pengadaan bahan makanan, baik jenis menu dan jumlah kalor, dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Deteni berhak mendapat kunjungan keluarga, sponsor, Perwakilan Negara,
penasihat hukum, dokter dan rohaniwan;

{2) Dalam hal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :



a. untuk Rumah Detensi Imigrasi harus mendapat izin dari Kepala Rumah
Detensi Imigrasi;

b. untuk Ruang Detensi Imigrasi pada Kantor Imigrasi harus mendapat izin dari
Kepala Kantor Imigrasi;

c. untuk Ruang Detensi Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi harus
mendapat izin dan Dircktur Jenderal Imigrasi Up. Dircktur Penyidikan dan
Penindakan Keimigrasian.

(3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan wakiu kunjungan
adalah 2 X dalam | (satu) minggu pada hari kerja dan jam kerja kecoali dalam
keadaan yang bersifat khusus;

(4) Setiap kunjungan dicacat dalam Buku Tamu, memuat nomor urut, nama, jenis
kelamin dan alamat lengkap pengunjung, pekerjaan, maksud dan tujuan
kunjungan, tanggal dan jam kunjungan, nama lengkap Deteni.

Pasal 23

(1) Dalam menjaga kesehatan jasmani Deteni, dapat diadakan senam pagi dan olah raga
lain sesuai dengan fasilitas yang tersedia,

(2) Deteni selama berada dalam Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi,
diberikan perawatan kesehatan secara berkala oleh dokter atau tenaga medis;

(3) Deteni yang menderita sakit berat, dapat dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah terdekat
dengan pegawalan dan pengawasan Petugas Rumah Detensi Imigrasi atau Petugas
Ruang Detensi Imigrasi,

Pasal 24
(1) Dalam hal Deteni meninggal dunia, Kepala Rumah Detensi Imigrasi segera
melakukan tindakan :
a  Membentahukan hal tersebut kepada Petugas Kepolisian setempat guna
mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya;
b. Meminta surat keterangan kematian dari dokter yang melakukan visum et
repertum dan/ atau otopsi;
c. Melaporkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian yang membawahi Rumah
Detensi Imigrasi,
d Memberntahukan kepada pihak keluarga, sponsor dan atau Kepala Perwakilan
Negara Deteni,
12) Pihak keluarga, sponsor dan/ atau Kepala Perwakilan Negara Deteni yang telah
diberitahu tentang kematian Deteni dan tidak mengambil mayat Deteni dalam waktu
2 X 24 jam, Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pemakaman dengan cara
dikubur atau dikremasi,



(3) Barang-barang milik Detem: yang meninggal dunia, diserahkan kepada keluarga,
sponsor atau Perwakilan Negara yang bersangkutan disertai dengan Berita Acara
Serah Terima dan jika tidak ada yang bersedia menerima, barang-barang tersebut
diserahkan kepada dinas sosial.

Pasal 25
Kepala Rumah Detensi Imigrasi memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban

dilingkungan Rumah Detensi Imigrasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala
Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 26

Memelihara dan menjaga keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, melakukan

tindakan;

1. Mencegah tegjadi pelarian dan kerusuhan dalam Rumah Detensi Imigrasi serta
memelihara, mengawasi dan menjaga terselenggaranya keamanan dan ketertiban di
Rumah Detensi Imigrasi;

2. Pengamanan terhadap Deteni, pegawai, bangunan, perlengkapan dan lingkungan dari
gangguan dan ancaman dari dalam maupun dari Juar,

3. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Rumah Detensi
Imigrasi;

4. Melaksanakan adminstrasi keamanan dan ketertiban dengan membuat laporan harian,

Pasal 27

(1) Kepala Rumah Detensi Imigrasi dapat membentuk regu jaga petugas Rumah Detensi
Imigrasi sesuai kebutuhan;

(2) Bagi petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib mematuhi tata tertib yang telah
ditentukan;

(3) Petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum
jam dinasnya;

(4) Dalam menjalankan tugas, petugas Rumah Detensi Imigrasi wajib berpakaian
seragam dan dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dar kepala regu jaga:

{5) Petugas Rumah Detensi Imigrasi dilarang menjadi penghubung dari dan untuk Deteni
guna kepentingan apapun secara tidak sah dan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28
(1) Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin
keluar sementara kepada Deteni untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian atau



kesehatan, keperluan pembuatan dokumen perjalanan, kunjungan keluarga
(perkawinan, kelahiran, kematian atau keluarga sakit keras) yang bertempat tinggal di
Indonesia;

(2) Izin keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat [zin Keluar
Sementara dengan batasan waktu yang telah ditetapkan;

(3) Deteni yang diberikan izin keluar sementara wajib dilakukan pengawalan oleh
Petugas Rumah Detensi Tmigrasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detensi



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG



T00TE0SBEI0TR0F96T "IN

[0TI0S00ZETI09861 dIN

dINHS "M HYDONY

[00TH0900T0TL0TR6T

100T+H0900TETTISEET dIN
dI's 4 YNIEVHLYD

"IN 558 “NYMVINIH

[00TFO900TITI0RET
TOOTEDERBTETIOTAET dIN
H'S "0HONY4d [aY

OLNYMENN OLLSTEA HS WP Y NVHTOS
NVE0dYTad
NYEIIgaIad NYNYINYEA NV LVHASTH NYLVMYdEd N¥O ISVILSINDNIY ISVUISIOEY
[52445 9015 Y Tvddd ISHHS 9018 ¥ Tvddd IS3H8 908 ¥ Tvddd I53H8 9018 Y Tvddd ISHHS 9018 ¥ Tvddd 15348 9015 ¥ TvdEd

1

1
|

[00TE0TREILITIELS

NYHIIHEIEA

H'S “NY.IIE Q¥IOTYHION

NV NYNYINYEA [83H35 Y TVdEE

[ dIN

[

1

1

[00TEOFEET0IR05I6T dIN
H'S "VIVEg VAONYD OV

NYLYHE5TA

NYQ NYLYMYIEd 19935 ¥ Tvddd

-

TOOTEOEEETILTINEIET 'dIN
HW H'S "TNONN ONLI

N¥E0dY Tad NYQ ISV LSINDONTY
TSVAISIOT [SHAS VTVdTH

-

10T E0T66TFEE066T dIN
HS "V Ind 0H0IT

TN

[D0TEDPRETENS0EEET dIN
TH ™5 IIVATAN

[00TI0686IBTITFIET dIN
H'S "LIMVIONd T8

NYONYOEA

N¥SMHN ¥Ivdad

N¥STN Y Tvdad

N¥SMHN ¥Ivdad

NYTVMYDEdTE

f

f

f
|

T00TE0666TLTR0FLGT "dIN
HIN'SS "MV VaanI
VHVS1VIVL
NVIOVE €018 VIVdIA

CE0TE0CE6190008C6T dIN

H'3 "@IVHNOL TEH

ISVEOIT
ISNATIT BVINOE VIVdTH

ISVSINVE0 d0 LTS






TelpfFax. (024) 7622555
DATA DETENI
PADA RUMAH DETENSI IMIGRAS] SEMARANG
; .
TANGGAL 10 DESEMBER 2014 .
Nomer dan Tanggal
Nomor, Yempat dan Nomor can Tanggal
NO No Register Nama Lengkap Py T "mptum K'-n::n'oll Agama Tanggal Ketuar sw‘;m‘:‘” Surat Perintah p":'“::;’::q Tanggal Masuk | Tanggal Keluar FOTO
niggat Lany, Dokumen Peralanan 2 Pencatensian
Keimigrasian
1 3 4 s 6 7 8 3 10 7y 12
P5148 (1) 30 Psl
7618060 ALGERIA FURGORE | e
" 1R, jo Pt 119 (1) UU
| 2p1.R 0005 | FARAOUN ASCEL L Sidi Knaled. | iy wam | berlaku s/ 01-05- ; SEMARANG NoStno1t | 27-11-2013
KADER 20-01-1858 2014 274112013 Teptang
Kaimigraslan
2 : WHLIMLIMIS.GR.020 Pasal 83 UU No. 8|
NAMIR AHMAD : 2P1LRCO10-M
Baghdad kaq, : ; _ UNHCR TF-5169A KAKANIM Tahun2011 112013
$ [IPIRMIE) SABEDAL . o3a7.106s | FAeSENa [ BSM | 1061300283 | KELASHBOGOR | Sieyaors Tentang o
Dt 13 NOPEMBER 2013 Kesmigrasian
WILIMUMIBGROZO | 0000 00y PBI:;'G: U;;‘N'o.e
RANDA OMAER Dara’” Syria, . UNHCR No. 189 T-5168A KAKANIM > n 27.11-2013
3| PURONUM (opam aLwanl| T 04124970  Palestoa | isem 13003263 KELASHBOGOR |  STMARAMG Tentang
13 NOPEMBER 2013 Keimigrasian
WILMLMIBGRO20 | o o oo 4 Pas: Snuzl; No.§
SHAHD NAMIR Baghdad Iraq, . UNHCR 7-5160A KAKANIM AL 3 11 T
¢ [PUROOZM e ALl T 08111993 | PRSNG| BRM |y 1pe13C00288 | KELASHBOGOR | S5'r s Tentang
13 NGPEMSER 2013 Kaimigrasian
W1 GR.02.0 Ps<sl 33 UU No. ©
MOHAMMAD NAMIR P1LRODIM
Baghdad kag, UNHGH 7-5169A KAKANIM Tahun 2011 e
5 | 2PILRO01IM | AHMAD AL L eroos.| Palesting fslam ke satein | iexgysoaon SEMARANG Tertsg 27.11-2013
27 112012
MAD} 13 NOPEMBER 2013 Keimigrasian
HIBATALLAH NAMIR i
AR et UNHCR by el (R ST D0 Rl iod ol
6 2P1.LR.0014-M | MOHAMMAD AL- P Yemen, Palestina Islam No.186-13C03285 KELAS 1l BOGOR SEMARANG Tentang 27112013
o 27 4112013
Mot 12:07:2003 13 NOPEMBER 2013 Kewmigeasisn




WILIMLMR.GROZO |

Fasol 83 UU'NGTS

Baghdad raq, UNHCR 751694 KAKANM Tahun 2011
V. [PRAREE Y 05-02-1980 | "9 BOM | No.186.13C06ST0 | KELASHBOGOR |  Soveone Tentang 27201
12 NOPEMEER 2013 Kelmigrasian k.
WILMLIMR.GRO2.0 P1LR.00Z3-M Pasal 3 UU No. 6|
HANAN MOUSA Baghdad, UNHCR 7-5163A KAKANIM v Tahun 2011
& | PIUREOBM | \cmar MATAR 2zaaqoe | PURSENS | BB g esacods7o | KeLasuBoGoR | SEMARANS Teniang | 2112013
12 NOPEMBER 2013 Keimigrasian ”
MED SAMR B NHCR et sy | |"ELCL
AH| aghdad raq, Ul 7-51684 XKAKANIM sk ada a 1" e
o | 2p1iro02em 785 prdogoeey M Istarn T | e sewsn Te 27-11-2013
13 NOPEMBER 2013 Keimigrasian
WILIMIING GR.O20 Pasal 83 UUNo. §
Gree, 2P1LRO025M
SAHARA SAMIR UNHCR 75153 KAKANIM Tahun 2011
Al e aniien JASIN e (e I3 | No,186-13C04570 | KELAS I BOGOR ooy Tentang 7112013
Rl 13 NOPEMBER 2013 Keimigrasian
Groek, UNHCR M| wunsau [PPSO &
11 | 2P1LR0ZEM | SAIF SAMR JASIN Cypns, iaq Istam SEMARANG 27112013 2
st No.18B-13C04570 | KELAS R BOGOR it Tentang :
1 13 NOPEMBER 2013 Kaimigrasian
PSI4E () o Pl
: W10,IMLT.GR.0O2 .02 ME(NHEPHTE ()
Lahir Tahun ZFILRO031-M g
UNHCR,  NO.353-{7576 KAKANIM KELAS 1o P 118 (1) LU _— )
12 | 2P1.LR 0031 M BUTE 1569 Myanmar tslam C0000s (| KARTA UTARA 13| SEMARNNG PEUSW | 13122018
(44 Tahun) DESEMBER 2013 Tertang :
Ceitrss s “
Psid3 (1) jo Psl
Lahir Tahun WI0IML7,GR.02.02- 2P1.LR 003214 NI (NAPsI T8 (I)
P
13 | 2P1.LR0032M | EMAN HASSAN 1586 Myanmat sam  |UNHCR.  NOQJS3-|ZSTEKAKANIMKELAS| “cpyupung | RPHUSIW | 45000505
1400004, [IJAKARTAUTARA 12|  QoPRiee No.6 1 2011
(27 Tahun) DESEMBER 2013 Tenlzng
Keimigrasian
Pl 48 (1) o Pel
WI0.IML7.GR 02.02- 118 (134 P5 78 (3)
Lahir Tahun 2P 1 LR.00G3-M 2
UNHCR,  NO.353-{7576 KAKANIM KELAS jo P 119 (1) U o
10 | 2P1LR003342 | NOBE HASSAN 1989 WMyanmar ieiam Co00ns. [l AGRAUTARA 1z|  SSHARMG AR [ gacrz2013
(24 Tahun) DESEMBER 2013 Terkang

Keamigrasian




{ 55 Yahun)

— p— s Lahir Tahun WIOMLZ.GRO202- | o o 119 (18 P31 78 (3)
UNHCR, 7576 KAXANIM KELAS - jo Pst 119 (1) LU
15| 2PLR 00364 :
LR 00350 GIRAMMAN (7?&@ Myanmar istam NG 2933000008 1§ JAKARTAUTARR. 13 ﬁmﬁ NGB RRAnTE 13122013
DESEMBER 2013 Tentang
Hhbseate
Psi48 (1) jo Psl
Lahie Tahun WIOMIZGRO202- | o coonn | 11918 Pel T8 (3)
UNHCR ,  [7576 KAKANS KELAS Pl 119 {1 W)
16 | 2P1.LR.0COTM AISYAH (Bm ” Myanmar Islam oA 4 INCARTAUTARR 13 %egmr‘cas Fpon i 13-12-2013
DESEMEER 2013 Tenlang
Kelmigrasian
WO 7.GR 5202 19 PATE )
17 | 2P1LRoc3EM | HAMID HASSAN Mypamat |\ onmar wam  [UNHCR  NOssasmokakanmxess  TLETIRN | Pl 9 UU | 1o 0
* 01-01-2008 14600005 | JAKARTA UTARA 12 09122013 No,6 thn 2011 B
DESEMBER 2013 K Tentang
Keimigrsian
e L:ﬂ"" WI0IMLOE.GR.0201+ PR Pasal 83 UU No, §
MOHAMMA ahun 3229 KAKANM KELAS UM Tahun 2011
18 | 2P1LRO04OM AUSSN WA Mysnmar lstam < RSP 90 m Tentang 20-12-2013
(40 tahwn} DESEMBER 2013 Keimigrasian
Myanmar, UNHCR Noee | 1 . 21 LEI00N "g'rm“ .
7 1 162 KAXANIM : UU No. & Tahun
ol et ] o1.01-108 | MArRAmar e 12C02674 TASIKRALAYA ey | tiyemng. | 3002
13 JANUARI 2014 Keimigrasian
WILIMMBGROZO [ o0 o ooony Pasal 118 ;Yll 1
0 UNKCR No.186- 1-92 KAKANIM e UU No. 6 Tahun
Sl el 1e-11-10a | Myl g 12C02674 TASIKMALAYA i 2011 Teatang | 1501201
13 JANUAR) 2014 Keimigrasian
s WILIMUMIBGRO20 [ o 0o | Pasal 11837l 1
Myanmar UN No 186~ 192 KAKANIM UU No, & Tahun
i E ool (R e 21012013 | MYENTAT | bm 12002074 TASIMALAYA SEMARANS | 2011 Tentang | 1SOIOM
' 13 JANUAR] 2014 Kelmigrasian
i
"l
Mysama, - WILIMLIMIBGRO20 | 200 0 onren | PBS8I 118353010
2 Lahir Tahun 1-92 KAKANIM UU No. 6 Tahun
22 | 2P1LR000S-N | NURMUHAMMAD R Myasimar fstam N e stossid TASWUALAVA ﬁm 2011 Teatang 15-01-2014
13 JANUARS 2014 Keimigrasian




emiiap ST r mm‘ W11, IMLRIE.GROZ.0 PiLRoo0sy | Ao Ve et [ = o
Lah¥ Tai UNHCR 1-52 KAXANIM UU No. 6 Tahun
23 2P1 LR, 0006-N MARLAM 1078 Myanmas lam NO. 383.14C TASIXMALAYA s;m 2011 T 15-01-2014
(36 Tanun) 13 JANUARI 2014 Wﬂml'
waT"N' ’ WILMUMIBGRO20| 0 o oo Pasal 119 ayat 1
Lahe Tabhun UNHCR 1.52 KAKANIM UU No. 6 Tahun
1.LR.0007- K
24 2P1LR.O0OT-N NUR 1SA 2000, Myaamat islam NO.353-14C TASIKMALAYA S‘E"::Rg’!f 2011 Tentang 15-01-20%4
(14 Tahun) 13 JANUARI 2014 Kormigrasian
Myanmar, VALMUMIBOROZO| oo onee Pasal 119 ayat t
Lahw Tahun UNHCR NO.353 1:82 KAXANIM e UU No. & Tahun
25 2P1.LR.D0OS-N NUR SABAN Myanmar islam SEMARANG 1501.2014
2003 14C00006 TASIKMALAYA NS0T i 2011 Yentang
(11 Tahun) 13 JANUAR! 2014 Keimigrasian
’mm VALMUMBGRO20 [ o ooy Pasal 115 ayal 1
Lahi Tal UNHCR 1-92 KAXANM - UU Ne, 6 Tatwn
2% 2P 1 LR.COCS-N NUR AISAH 2005 Myanmar lelam NO.353-14C00006 TASIKMALAYA iim 2011 Tent 15.01-20%4
(S Tahun) = 13 JANUARI 2014 Keimigrasian :
Myanemar, VALIMUMIBGRO20| 00 oo | Pasal 119 3yat 1
Lahir Tahun UNHCR 182 KAKANIM UU No. 6 Tahun
27 ZPLLRO010-N |MUHAMMAD YUSUF 2004 Myanmar tslam NO.353-14C00006 TASIKMALAYA S‘m 2011 Tentang 1501-2014
(10 Tahun) 13 JANUAR| 2014 Keimigrasian
Mysnmar VOLMUMEGRO20| o oo | Pasal 119 ayat )
Lahir Tabuni UNHCR 192 KAKANIM " UU No, 8 Tahun
8 ZP1LR.O011-N NUR HUDA 2013 Myanmas slam NO.353-14C00006 TASIKMALAYA S'Em 2011 Tentng 15-01-2014
(1 Tahun} 13 JANUARS 2014 Keimigrasian
WILIMLMIE.GRO2.0 2P1LR.0012N Pasai HQ:)'at 1
MOHAMMAD MYANMAR UNHCR No, 186 1-114 KAKANIM c UU No. 6 Tahun
2 | RILRO01ZN SHAFIE 28.02. 1587 | MYRIma i 13C04887 TASIKIAALAYA e 2011 Tentang | 20912014
17 JANUARS 2014 Keimigrasian
WILIMLMIE GR.02.0 21.LR 0013N Pasal 112 ayat 1
MYANMAR UNHCR No.186- 14114 KAKANIM - UU No. 6 Tahun
3 | 2PLLROOIIN NUR 1IZA 31.08.1904 | Myanmat istam 13C04887 TASIKMALAYA szsor-‘m 2011 Tentang 20-01-2014
17 JANUARS 2014 Keimigrasian




T T e - v GRa20 [ . oo [Pasal 119 ayai T e
. ANMAR UNHCR No.186- 1114 KAKANIM 2 2 UU No, 8 Tahun
3 2P1LR.0014-N KUR SHAKILA 09 -12-2011 Myanmar Istam 13C04887 TASIKMALAYA m:z 2011 Teatang 2001-2014
17 JANUARI 2014 Keimigrasian
. WM A6 GR.020 ST LR OGN Pasal 119 ayatl 1
MYANVAR UNHCR No.186- 1114 KAKANIM UU No. 6 Tahun
32 ILRO0ISEN | N .01-
ZP1LR 0015 UR SABRINA 25 .01.2013 | MEmar Isiam 13004887 TAS) YA s“‘Eom 2011 Tentang 20.01-2014
17 JANUARI 2034 Keimigtasian
er R VALMUMEORO2O [ oo oo | Pasal 119 st
Lahir Tahun UNHCR. 1-114 KAKANIM < UU No. 6 Tahun
3 ZPILR G0N | DI MUHAMMAD 1659 Myanmat Istann NO.186. 13004624 TASIK YA m 2011 Tentang 20012014
(44 Th) 17 JANUARI 2014 Keimigrasian
AVARRIAR iR W IMLIMIG GRO2 O 21 LROOIIN Pasal 119;y:":
1114 KAKANIM UU No. 6 Tal
ol e IR orot-1psz | MOV | BBy, agsacoasas | TASKOMALAYA Sewpnane | 2011 Tentang | 001U
17 JANUAR: 2014 3 A Keimigrasian
NRVALRARE s WHLIMLIMIS. GRO2.0 2PLLR.0016N mn:yon
N 1114 KAXANIM . 6 Tahun
% [APILLRONEN HALIMAH 01-01-199g | MysAmar sk NO.186-13C04824 |  TASIMALAYA e 2011 Tentang | 20012014
17 JANUARI 2014 Keimigrasian
i WILIMLIMIE.GR 020 LR DN Pasal 119:,311
MYANMAR UNHCR No.186- 1114 KAKANIA UU No. 6 Tahun
el P1LR.OOIG-N ANWAR SHAH 01012008 Mysnmar ks 13C04524 TASIKMALAYA s;m 2011 Te 20-01-2004
17 JANUARI 2014 Kaimigrasian
WILIMEBEGRO20 | o ) o ooty Pasal 119:7;‘"
MYANMAR UNHCR No.186- 1:114 KAKANIM P UL No. & Tahun 1.3014
n 2P1 LR 0020:N | MOHAMMAD SHAM 04.01.2009 Myanmar islam 13C04824 TASIKMALAYA m 2011 Tentang 200120
17 JANUARE 2014 Kelmigrasian
Nt WILIMLBIG.GRO2.0 PLLROGIN ‘l’)“:oi. l:ya::u 1
MYANMAR UNM: 188 1-114 KAKANIM u N 5
a8 2P1 LR0021-N AXBAR SHAH 0101.201z | Myanmar siam 13004827 TASIAMAYA s;m 2011 Tentaog 20-01-2014
17 JANUAR! 2014 Keimigrasian




AR .- WILIMLIMIEGRO20| o o ooy “Passl 118 FErT - ———
UN No.186- 1114 KAKANIM 3 UU No. & Tahun
39 | 2P1LR0022.-N | NOOR HASAN 01.01.1ge0 | Myanmar Islam 13004328 TASIOIALAYA s;m 2011 Tentang 20012014
17 JANUARI 2004 Keimigrasian
' WILIMLIMG GR.02.0 Pasal 113 UU No.
! Kyaungkone, 1168 KAKANIM 21.LR.00ZN & Tahun 2011
40 | F1LRO02IN HIA 00 01-07-1990 Myanmar Islam MA317587 TAS YA sm Te 2701-2014
24 JANUARI 2014 Keimigrasian
i & ;- WILIMMIEGRO20| o ooy Pagnsl;::»o.
N % yaungkone, 1-168 KAKANIM i ahun 2011
@ : JFTLROCIEN THI DAR WIN 26 -10-1988 Myanmar Islam MA241322 TASIXMALAYA mr::; Toniang 27012014
24 JANUAR! 2014 Keimigrasian
WALIMUBMIBGRO20| o5\ 0 oonc Pas;l 113 UU No.
Kysungkone, 1-168 KAKANIM o & Tahun 2011
42 | 2P1.LR.0025-N | MIN KHANT KYAW 04.05.2012 | Myanmar Islam MAZ20037 TASBOMALAYA m Tookiog: 27012014
) 24 JANUARI 2014 ) Keimigrasian
VALIMLIMIGGRO20 | 0 1 o oooe Pas? 113 UU No,
Kyaungkone, 1-168 KAKANIM > & Tahun 2011 i
43 | 2P1LLRO026-N | SHWE SIN OO 10-10.2008 | Myaamar Islam MA321634 TAGRMALAYA m T 2701-2014
24 JANUARI 2014 Keimigrasian
. a Ps. 9 ayal 1 Jo ps.
Lahir Tahun V22 Fb.GR.02.01 ——
s | 2P1LRO03ZN wa‘s:g:"““ 1974 Somalia islam 2 O it | sewamang | O vetiNe-® ) 20022014
(40 Tahun) 14 PEBRUARI 2014 i Keimigrasian
. W22Fb.GRO2.01- Ps. § ayst 1 Ja ps.
a5 | 2pitRocsan | LOADIRAL m;o?zmn Somalia Istam E T B ereoll KLUC CRLC] VP
) NUURANI - KELAS 1 KUPANG wocoaoe | Th-2011 Tentang
(12 Tahun) 14 PEBRUARI 2014 Keimigrasian
; W22F0.GR.02.01- & Ps. 8 ayat 1 Jops.
@ | 21 imass | MURYAMAL e ; G 023 wawawna | PIUROOMN 439 ayatiNo.€ | ool
il i o NUURAKI Somalia 3 KELAS | KUPANG 02 sots|Th. 2011 Tentang
{10 Tahun) 14 PEBRUARI 2014 Kemmigrasian




Lah Tahun W22 F0.GR.O2.01- 2P1LR 008N P&, 9ayol 1 J0 ps.
a | Pimocssn [ MR AL 2006 Somalia tslam 0213 KAKANM | Cgeppmang | 1B BEtINO.S | g 0
(8 Tahur) KELAS | KUPANG 20022014 Th. 2011 Tentang
14 PEBRUARI 2014 Keimigrasian
TENOOR- SNt A GRD: Ps. 119 syt UU
ABOUL RATSMN Aecra e prtiyoivyd I CTUT T RS ;ﬁm 1
48 | 2PLRO0IT-N |  OSUMAN Alss. o010t 4672 | Gnana Istam : KELAE 196 | semarang 3 01-04-2014
ABOURRAHMAN Als ¢ N mm‘“""’“ i 01-04-2014 Tentang
OSMAN Als USMAN Keimigrasian
P2.83 ayal 1 hurt
" WAMIGROZOTASE | oo oo 1abdan ps.67 ayat
Baghd KAKANIM KELAS | AR 1dan2UU 1 No
R s
49 | 2P1LR.OCIBN | SAIF ALINAEMAH Phiag Ay Vag Istam o mrf sl 22.04-2014
21042014 Tentang
Keimigrasian
Pz.83 ayat 1 hurnt
o | 2p1LRoosaN | REEMALIARKE Bagiysed . Islam : AN KELAS | SEAANIG. a‘.x:r;p‘::‘: N 22.04-2014
' 21.08- 1883 = PEKANBARY S OEATe 57Tn. 2011 R
21-04-2014 Ao
Keimigrasian
=2 ] Ps.83 ayal 1 hurut
s Nt | o (5
KAKANIM KELAS | 1 e
51 | 2PLROGMON | YOUSIF SAF AUM 70008 ¥aq Islam 3 prévipyedsms samr‘a:; iy 22-04-2014
200462014 Qo420 Tentang
Keimigrasian
P5.83 ayat 1 hurut
. WAIMEGRO207458 | 0 oo |abdan ps87 syt
aghdac KAKANIM KELAS | 1dan 2 UU 1 No.
52 | 2P1LR0041-N | ABDULLAH SA¥ ot ¥aq lslam 3 Sulaiery szezm‘c ol 22.04.2014
21-04-2014 Tentang
Kewmigrasian
P35 83 ayat 1 huryd
e o W4 IMLGR 02.07-458 281 LROOZN ab can pe.87 ayat
AT AL Baghdad KAKANIM KELAS | A tdan2 UU 1 No
33| 2PLIROMZN | DULLAM ALSB 26-07-1978 Ll Lo PEKANBARU by £7h. 2011 Eoo oty
2104-2014 Tentang
Keimigrasian
WAMGRO07541 | o0 oo | PaSS 83 AaL S
a1 FAEZ MOHANMMAD Baghdad, UNHCR.  NOAS3| KAKANIM KELAS | At dan 2 UU RI No. 6
B | #rdRIcHN AUl 07.07-1977 e wan 14€00030 PEKANBARU A | . 201 Teatang| 705201
06.-05-2014 Kaimigrasian
A D‘ WAGROZOTSM | o oo | Pasal u:f At
mascus, . KAKANDA KELAS 1 dan 2 UU RiNo, 8
55| PILROOEN | P MUSA g Syifia tstam Py soe,mm?‘c Th 2011 Tantarg| 705204
06-05-2014 e Keimigrasian




s WAIGROZOTSAY | oo oo Pasal 83 Ayei 1 | PSAs
Larmaka, KAKANIM KELAS | d dan 2UURING, 6]
7 - i
VRN | MOHAMMED 5 252000 [ 9 - PERANBARU e |m. 2011 Yemtang| 0795201
06052014 0530 Kekmiomsian
PASPOR'
No, (003750 W4 MIGR.02,07-541 L Pasal 83 Ayat 1
SALAH AL DEEN Baghdad, bertaku KAXANS KELAS | ROMEN 450 2 UU RING. 6
57 | ®ILRCOEN | = namMED L 14-02-1065 | Pakestina ko sid 7.05-204 PEKANBARU SEMARANG  [Th 2011 Tentang| 070201
UNHCR 06-05-2014 Keimigrasian
No. 353-14C00031.
PASPOR
Nc. ‘000378 W4 IMI-GR 02.07-541 1 LRIGGIN Pasal 83 Ayat 1
Baghdad, . besishu KAKANIM KELAS | 4 dan 2 UU RING. 6 i
56 | 2P1LR.O04SN | ABEER O BRAMM P g | patesina slam P o o s (T2 ] 70
UNHCR 06-06-2014 Kemgrasian
No. 35314000031
Pasal 83 Ayat 1
S WAMGRO207-541 | a0 oo
59 | zpyLRooson | ABRAHAMSAL L Baghdad, | o slesting sam NoODOOTEY | MAKAMMKELASI | Cepy,pang  [Jn2UURING.BY - gp 0000
DEEN MOSA 27.12-2006 e z0a | PERANBARU e {Th 2011 Tentang
berlaky ¢ 06052014 Keimigrasian
PASPOR Pasal 83 Ayat 1
NO.0003781 bertaky | W4 MVGRO20TSAT | o0 poosqy  |dan 2UU RING, 6
80 | 2e1Lroos1n | M SALAHAL DEEN t Baghdad, | oalesiina slam 0705204 | NAXANMKELASI Th. 2011 07-05-2014
MOSA 25-12:2008 PEKANBARU
UNHCR 06052014 07.05-2014 Tentang
No. 353.94C00031 Keimigrasion
PASPOR No. Pasal 83 Ayal 1
0003781 PALESTINA| WAMIGROZOT-S41 [ 55y g oaeoy  |dan2 UL RING. 6
61 | 2p1iro0s2N | MOSASALAHAL L Baghdad, | - oo ctina lsam | bedaku 8id 7.05.204 | NAKANMKEUAS] Th 2011 07052014
DEEN MOSA 14.04-2010 PEXANBARU
UNHCR b i 07-06-2014 Tentang
No. 353-14C00031. Kaimigeasian
VeI MALMIAGR 020 FUop ALt
LAGR/ 2P1LRO0SIN RI No.6
Arkhan, URHCR 71051 KAKANIM ”
62 | 2piimoosaN | ZaHR AHMAD L sooeaons | Myanmar stam e Y e APy e SEMARANG 1;:1 2001 14-08.20
14.05.2014 Tenilang
Keimigrasian
WO IS
i GR 02.03-10362.
, Kharolai Tol prisays WIBMUMLT-
| _ NISAR AHMAD Jarez Maidan UNHCR GR0203620
[ 26-08-2014
all SAMIM k Wardak, | Afganisian ST N0, 1986.14C01113 SEMARANG .
03031881 26-08-2014
|
L




Ay s e—

WIS IMLIML -

=Ty G ; Tql 18-06-2014
z Kabul City, UNHCR GR02.03:621
64 | ZPLLRO0ST-N | RAHANA SAMM o7-01-1997 | ARNER M | No. 1985-14C1113 SEMARANG 26082014
26.406-2014
A0 DALINIS-
GR 020310362, s
gl 18-06-2014 IMLIM -
ARSALAN AHMAD Kabut City, : UNHCR GRO203.620
65 [:2PILR00SEN SAMM 06.08.2011 | APV BEm | O, 1686-14C1113 SEMARANG 26-08-2014
26-08-2014
0.0 -
GR.02.03-10362 —
Tot 18-06-2014 1IN, -
Kabut City, ) UNHCR GRO203:622
68 | ZPLLROOSGN |  HADIS SAMM 60201y | AIRMEN B N0 tes-14C1113 SEMARANG 26-08-2014
26062014
W22.70 CR.02.01- Psfayal 1 dan2,
Somsia 0252 Tohun2014 | WI3BALIMLZ- | Ps.9 syat tjo. Ps.
Motdisho : KanmKupang 17]  GR.0202- 113 dan .
67 | 2PLLROOGO-N | OMAR HUSEIN AL gansgr | Somols Nam *02.2014 SEMARANG | P 110ayety | OB
20421997 Tindakan 11092014 UUR! No. 8
Pendetensian Tahun 2011
UNHCR WILMBAB.GRO| o [Pasal 11350 Pasal
ABDUL HAKM Baghdad : No. 186-13C0387. | 2.07-3387 Tanun UMY g o 6 Tahun
68 | 2PILRO0SZN | o001 MURTADA 2061960 | PRSI SBM | 7ol 10-06-2014 30 2014 o g | 2011 tentang g
10072015 | Tanggah 08-09-2014 ' Keimigrasion
UNHGR WM GRO| o [Passl 1130 Pasal
NAHLA SUBHI ARIE Baghdad , No. 186-13C0387. | 2.07-3388Tahun . B UUNO& Tatwn | o o
0 | PR MULHIM 01411063 | PRSI Bem | vy 1006-2014 46 2014 o aagare  [2011 tentang AR
10.07-2015 | Tanggal 08-09-2014 Keimigrasian
UNHCR WIMMIGRO| oo |Pasal 11350 Pasal
AHMAD ABDUL Bagrdad » No. 186-13C0%8e. | 2.07-3391 Tahun 7 lasuunos Tamn| 100000,
70 [PILROOSEN | hace suoQl woar.1e52 | PResheR BEM | yg 10.06.2014 5/0 2014 Tovaioa | 2011 tentang A
10-07-2015 Tanggal 08.09-2014 Kaimigrasian
1.
UNMCR wisaMagRo| o [Passl 1130 Pasal
. SUDQIABOUL Baghdsd . No. 186-13C0208. | 2.07-3383Tahun LI 46 UUNo.6 Tahun
Fl; JEPLAROEN HAK A a40p-1006 | PRSI BB | rgl 10.08-2014 w8 2014 Tt isoaore |01 teniang b gl
10-07-2018 Tanggal. 08-09-2014 Keimigrasian




Pasal 1150 Pasal |

2L 8 ANTE W

= e UNHCR witsmaoro Lo
RULA ABDUL HAKIM Baghdad No. 186-13C0387. | 2.07-3395 Tahun IMUMLT.  R4n (0.6 Tahan
7. 1 -10-;
2 |2P1.LRO066-N SUDOI 14-8-1997 Palesuna Islam Tgl 1 2014 3/ 2014 Tgsf‘mu 2011 tentang 15-10-2014
10-07-2015 Tanggal, 08.08-2014 innigrasi
UNHCR -
Pasai 113jo Pasal
No. 186-14C02538 | MI51881.GR02.02 WD ML INLT-
73 | @iircosen | YACORISSAN eosss | o wom | Tol220920% s | Temaow, |omazes  tou[*SRUNSTANMY 23402014
19032014 |Tanggal 08-10-2014|  Z-10:2014 s elmm"::g
Assylum Seekes
UNHCR
Pasal 1130 Pasal
No, 186-14C01223 | L5581 GR.02.02
24 | PR 008N | HAMID NOOSHN Rashhstoen|  \oq Koswn | Tol 2ccaon o | Tommanws, | TRSMION048 UNRSTIUR] 2ai00n
01111690 3. TgL 23102004 | 2011 tentang
23102015 | Tanggel 08-10-2014 atbend
Assylum Seeker 9
UNHCR No. Pasal 113jo Pasal
WI1L51581.GROZ2.02 W3 LML T
MOHAMMAD Shirez WH3MUMIT-GR 02 48 UUNo.6 Tahun
75 | 2PILRODTON | yaccaN GHAED 15061985 L Kiskn | 3. 1ol 231020 |, ng:::;éo‘ ? wf;"f&,, 2011 tentang 102014
Assylum Seeles anggal. Keimigrasian
&
ey UNHCR No. 185 | MILS1S81.GR0202|  wiaumui- f:;“',:‘oa’s":ﬂ‘
76 | 2PiRoo7iN AR Moy Iran Kisten  |13C03446 TgL 1909  Tahun 2014, GRO20- hescrp 22-10-2014
. Tol 23102054 tentang
2014 50 13-11-2014 | Tanggal. 08-10.2014|  Tol 23-10-20 el
P 13}
Snaly i (MR a7 | MISISBIOR0202| v maM - ‘:;“:,L::,"T' S
77 | 2e1moo72N | EID MOHAMMAD Shogha | Afganistan wiam Tahun 2014 GROZ.03- : 23102014
01.01-1995 Tgl20-08-2014 8 (oo ) 0a.40.2014|  Tol 23-10-2014 2011 tertang
1208-2015 Keimigrasian
1130 F
ki . 1;’_‘:%“63‘50 MLS1581.GRO202 | widimema2- f:’:]w:’:,::'n
75 | 2pwmooraN | MEHDI TOCOEN ¥an Kristen ' 5 Tahun 2014, GR.0203 : 23.10-2014
23-09.1980 Toaeas20nawg | TENRZES | oz | 2001 tentang
; 11-08.2015 nggal. Kcimigrasian
Pasal 1130 Pass!
n o 1 NHCR oy | MIS1891GR0202 | vz T iy
7o | apiLRO074-N | ZAINAS JawOD! Katu | aanistan Istam ’ Tahun 2014. GRO2.03- 23-10-2014
51-10-1950 Tol 25012014 id |0 3K one|  Tal 2310201 2011 watang
31-07-2015 npgal. 3 Keimigrasian
UNHCR Pasal 113jo Pasal
MISIS81.GRO202 | wia M7
MOUSOUME Kabl | aganictan | timen | NO-1883CO3NZ | T ongs ohozoa.  [HBUUNOSTEMNG 5102014




SAMIRAH Liam City UNHCR WIZMLIMILGROZ | Wi3 ML Pasal 83.ayat 1
a1 2P LR D076 N KELHOORY 30.46:1984 Irag Istam No, 185.14C025338 02-3121 GROZ03644 Tgl 31- | hurefb. UNo. & | 31-10.2014
Tal Tanggal. 31-10.2014 10.2014 Tahun 2011
T cily UNHCR WIS MLAMI1.GRO2. WIS MLIMLT- Pasal 83 ayat 1
82 | PUROOTIN | AMIR MOHANMAD z.ri-oa-m 2001 Iraq tslam No. 185.14C02538 02-3121. GRO203844Tgl 31- | hurfb UNo.§ | 35102014
Tgl Tanggal. 31-10-2074 102014 Tahun 2014
| Tehran City UNHCR WILMLUMILGROZ. | W3 MLMLT- Pasal 63 a1
8 | #ub 07N ARMAN 23022012 raq tslan No. 18614002538 023121, GR.OZ03-944 Tgk 31 | hsufb. UNo 6 |  31-10-2014
' Tol. Tanggsl 31-10-2014 10-2004 Tahun 2011
o VA SRS V394181 Maii 533?35.'2‘& WIAMLML7- | Pasal 7B ayald
84 iR YASSINE EL FALAKI m“”,_ 1980 | Marko Istam Casablanca 11-12- |o ot oy [GRO2.03 Tgl. 05:12{ Undang-Undarg | 05-12-2014
2011-11-12-2019 bl 2014 No. & Tahun 2011
112014
Dist Bamaco esciies siess | amaacaATEy. . | VIARANAT-. | ek passs
85 | 2PILRO0E1I-N | SYLLA BAMBA . Mai Islam GRO203-Tgl 05-12{ ayat 1 hurud d 05-12-2014
17-02-1982 3/d 09112016 | Tahun 2014 Tgl, 25-
11-2014 % Yndeng-Undeng
No,. 6 Tahun 2011
Pasal?s ayat 2
W13 MLIMKM-
WA IMLIMIZ- | hund d Pasal 83
Oist Bamako® 80501302 Bamako | GR.02.03-1725,
86 | 2P1LRO0SZN | DJIBRIL SACKO 30.03-1985 Mad tslam ©d 21112015 | Tohu 2014 Tol 25 GR.0203-Tgl 05-12{ ayat t huiud d 05-12-2014
112014 g Undung-Undang
No,. 8 Tahun 2011
Pasal?5 ayal 2
Dist WILMLIMK.GR 02 Iyl & Pasal 83
87 ZFILR 83N | DEDE TAMBOURA Bamako'26- Mall islam Wx;ﬁ,m:° 03.1724 Tahun 2014 vz;_’ﬂ':gﬁgf‘z ayst 1 hurod d 05-12-2014
12-1980 Tgl. 25-11-2014 g Undang-Undang
5 No,. 6 Tahun 2011
Semarang, 10 Desember 2014
KE TERANGAN L n Kasubsi Registrasi
Pewasa R 18 -
ANk s 2 15
Jumtsy 5 33
Jsmish Total 87 L

Adi Pr

ono, Ns SH

NIP. 166206231683031001




AKULTAS HUKUM

DEKAN
UNIVERSITAS NEGER|I SEMARANG
Nomor. 4039!?/201 4

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKEIPSIITUGAS AKHIR SEMESTER

Menimbang

Mengingat

Menimbang

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan

3. Petinggal

b
B111411191
i FM-03-AKD-24/Rey. 00

GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Bahwa untuk memperancar mahasiswa Jurusan/Prodi limu Hukum/limu Hukum Fakultas
Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dasen-dosen Jurusan/Prodi
limu Hukum/iimu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

1.

2,
3.

4.

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan
Lembaran Negara Rl No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara Rl Tahun 2003.
Nomor 78)

Peraturan Rektor No, 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES

SK. Rektor UNNES No. 164/0/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas
Akhir Mahasiswa Strata Safu (S1) UNNES;

SK Rektor UNNES No.162/0/2004 tenlang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Usulan Ketua Jurusan/Prodi limu Hukum/llmu Hukum Tanggal 3 September 2014

MEMUTUSKAN
Menunjuk dan menugaskan kepada:  °
Nama : SARU ARIFIN, S.H., LLM,
NIP 1 197811212009121001

Pangkat/Golongan : /B
Jabatan Akademik : Asisten Ahii
Sebagai Pembimbing
Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir |

Nama : VILLIAN FEBRI MORRADI

NIM 1 8111411191

Jurusan/Prodi : imu Hukum/limu Hukum

Topik : PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENS! IMIGRASI
DALAM PERLINDUNGAN HAK ASAS! MANUSIA WARGA
NEGARA ASING
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENS! IMIGRASI
SEMARANG)

Keputusan ini mulai berfaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SE.MARANG




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt 2, Kampus Sekaran, Gun i, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507801
Laman: fh unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 49.4"{» /UN 3318 /DT/;Lo(lf
Lamp. 2
Hal * Usulan Pambimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universilas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/0/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan inf saya usulkan

Nama : SARU ARIFIN, SH, LLM.

NIP : 197811212009121001

Pangkat/Gclongan (s ‘Q) v

Jabatan Akademik : Asisten Ahli (57

Sebagai Dosen Pembimbing 7
Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama ¢ VILLIAN FEBRI MORRADI

NIM T 8111411191

Program Studi ¢ limu Hukum, S1

Topik . PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENS! iMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN

HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)
Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.

Semarang, 12 September 2014

Kemﬁj},ﬁl

T Sulistiyeno, SH.MH
NIP 197505242000031002




{“‘"’\ Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama ¢ VILLIAN FEBRI MORRADI

NIM T 8111411191

Jurusan ¢ llmu Hukum

Program Studi : limu Hukum, S1

Topik ~: PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)

Semarang, 12 September 2014

Menyetujui Yan jukan,
Ketua J n 3
,—/
T S orjo, SH.MH VILKIAN FEBRI MORRADI

NIP. 197505242000031002 NIM 8111411191

]

1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205

Emall: fiunnesacil, Website:: wivw fhainnesacid, twiter: | —oammonms

@fh_unnes Coctficaln 101101904 01
SURAT IZIN PENELITIAN
No. Dokumen No. Revisi Hal Tanggal Terbit
FM-05-AKD-24 01 Ldard 1 1 Setember 2012
No ;5057 /UN37.1.8/ LT /2014 28 Oktober 2014
Hal : ljin Penelitian
Kepada

Yth. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir
oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama: VILLIAN FEBRI MORRADI

NIM : 8111411191

Prodi : limu Hukum

Judul : Pelaksanaan Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perindungan Hak Asasi
Manusia Warga Negara Asing

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

7 & ‘?6‘; %
5 ey i YR
\\ \_ : ; / ono Sahian, M.H.
\ < il £6308251982031003
Tembusan : Lras
1 Arsip

Fakuntas Hukum LUnnes



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG
Telepon (024) 7622595 Faksimili (024) 76635770

QA EY]  Email | rudenimsemarang@ymail.com Twitter : @RUDENIM_SMG
Nomor : W.13.IMLIML7-UM.01.01-014 Semarang, 07 Januari 2015
Sifat . Biasa
Lampiran : -

Perihal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
di -
Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor 5057/UN37.1.8/LT/2014 tanggal
28 Oktober 2014 perihal ljin Penelitian, bersama ini dengan hormat disampaikan
bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : VILLIAN FEBRI MORRADI
NIM 18111411191
Program Studi : limu Hukum

telah melaksanakan penelitian pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang sejak
bulan November 2014 sampai dengan Januari 2015 dengan judul "Pelaksanaan
Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga
Negara Asing”.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

rd, S.H.
0606 198503 1 032



FM-06-AKD-24/rev.02
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

fll% Formulir Laporan Selesai Bimbingan SkripsiiTugas Akhir

Yth. Ketua Jurusan limu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah

Nama : SARU ARIFIN, SH., LLM.
NIP 1 197811212009121001
Pangkat/Golongan : 1II/B

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Sebagai Pembimbing

Melaporkan bahwa penyusunan Skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:
Nama : VILLIAN FEBRI MORRAD!

NIM 18111411191
Program Studi ¢ llmu Hukum, S1

Topik ! PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN

HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)
telah selesai dan siap untuk diujikan,

Semarang, 23 April 2015

NIP, 187811212009121001

a111411181



Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir
FM-04-AKD-24/rev.02

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nama : VILLIAN FEBRI MORRAD!

NIM : 8111411191

Program Studi * limu Hukum, S1

Topik . PELAKSANAAN PERAN RUMAH DETENSI IMIGRAS! DALAM

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA WARGA NEGARA ASING
(STUDI KASUS DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG)
Dosen Pembimbing : SARU ARIFIN, S.H., LLM.

No Tgl Topik/Bab Saran |

1 2014-11-27 Bimbingan metodologi Perbaiki catatan kecil dalam ins penelit...

2 2014-11-28 Bimbingan instrumen pen ditambah checkiist data...

3 2014-12-10 Bimbingan instrumen penelififaraikcinsifisthést penggalian data primer...

4 2015-01-15 Bimbingan hasil penelitian. | Perbaiki struktur penulisan Bab IV Hagil Peneli...

5 |2015-02-03 Bimbingan Bab 1V hasil penéifi asan pada Bab IV sesual...
8 [2015-02-11 Bimbingan Bab IV hasil penelitiard amplésis)ghamkan tinjauan pusiaka pada B...
7 |2015-02-26 Bimbingan Bab 4 Hasil pendpodsm gieashahesema lengkap dalafn bentuk Skr...
8  [2015-03-02 Bimbingan sistematika penuiRarbalitsiptaraB &iripsi terutama Bab IV sesuai...
8  |2015-03-31 Bimbingan review skripsi sefBertksitehnahsia fada.sub bab Faktor Pendukung...
10 [2015-04-08 Bimbingan manuskrip. | Struktur penulisan baik subtansi maupun struktu..,
11 [2015-04-21 Bimbingan revisi manuskrip tPedibidipstdasiatian latar belakang dan hasil a...
12 [2015-04-23 Finalisasi skripsi untuk slda:}ﬁ)‘qlubﬁpkan ujian dengan baik ]

S11t41 1190



FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Foto 1

Keterangan: Wawancara dengan narasumber pada Rumah Detensi Imigrasi
Semarang

Foto 2

Keterangan: Suasana pembelajaran pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang
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Keterangan: Contoh Paspor dari USA
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Keterangan: Contoh paspor Indonesia



